ASIAN DEVELOPMENT BANK

LAPORAN AKHIR
FASILITATOR PROYEK KHUSUS (SPECIAL PROJECT FACILITATOR/SPF)
MENGENAI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN DESA
DI INDONESIA
Bantuan Pinjaman ADB 1765(SF)/1766-INO (19 Oktober 2000)

(pengaduan diterima pada tanggal 21 Februari 2005)

December 2005






ADB
BPD
CERDP

DitJen PMD
IRM

JFF

LK3

MSC

LSM
OSPF

PAU

PIU
PMO
POKLAK
RAR

RT

SPF
YCHI
YDA

DAFTAR SINGKATAN

Asian Development Bank

Badan Perwakilan Desa

Community Empowerment for Rural Development Project (Proyek
Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa/PMPD)
Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa

Indonesia Resident Mission

joint fact finding (pencarian fakta bersama)

Lembaga Kajian Keislaman & Kemasyarakatan, sebuah LSM
multi-stakeholder consultation (pertemuan antar pemegang
kepentingan)

Lembaga Swadaya Masyarakat

Office of the Special Project Facilitator (Kantor Fasilitator Proyek
Khusus)

Project Administration Unit (Unit Administrasi Proyek)

Project Implementation Unit (Unit Pelaksana Proyek)

Project Management Office (Kantor Manajemen Proyek)
KelomPOK PelLaKsana

review and assessment report (laporan tinjauan dan penilaian)
Rukun Tetangga

Special Project Facilitator (Fasilitator Proyek Khusus)

Yayasan Cakrawala Hijau Indonesia, sebuah LSM

Yayasan Duta Awam, sebuah LSM






DAFTAR ISI

RINGKASAN EKEKUTIF

l. LATAR BELAKANG

A. Proyek

B. Pengaduan

C. Penentuan Memenuhi Syarat/Tidaknya Pengaduan
I. TINJAUAN DAN PENILAIAN

A. Metodologi

B. Identifikasi Pemegang Kepentingan
C. Temuan dan Rekomendasi
D. Rencana Tindakan Yang Diusulkan

[l RENCANA TINDAKAN

V. PEMANTAUAN KESEPAKATAN

LAMPIRAN
1 Peta Lokasi
2 Surat Pengaduan

3 Rencana Tindakan dan Kesepakatan Lima Desa

Hal

22






RINGKASAN EKEKUTIF
A. Latar belakang

Proyek Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD) di
Indonesia, yang kini memasuki tahun kelima pelaksanaan, terdiri dari (i) peningkatan
kapasitas untuk pembangunan masyarakat dengan berbagai sub komponen (komponen
A), (ii) lembaga simpan-pinjam desa (komponen B), (iii) dukungan bagi pembangunan
sarana fisik pedesaan (komponen C); dan (iv) dukungan bagi manajemen dan
pemantauan proyek (komponen D). Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Ditdlen PMD) Depdagri bertindak sebagai Badan Pelaksana. Bantuan Pinjaman
1765(SF)/1766-INO sebesar $170,2 juta disetujui pada tanggal 19 Oktober 2000,
Perjanjian Pinjaman ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2000, dan dana
pinjaman mulai berlaku sejak tanggal 12 Maret 2001. Administrasi Proyek diserah-
terimakan ke Indonesia Resident Mission (IRM) pada bulan Juli 2002. Tinjauan paruh
waktu (midterm review) dilakukan dari 29 November sampai dengan 15 Desember 2004.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Cakrawala Hijau Indonesia,
Lembaga Kajian Keislaman & Kemasyarakatan, dan Yayasan Duta Awam, bersama
dengan masyarakat dari kelima desa yakni Kiram, Mandiangin Barat, Handil Baru,
Handil Negara, dan Kali Besar di Kalimantan Selatan, mengajukan pengaduan kepada
Fasilitator Proyek Khusus (Special Project Facilitator/SPF) pada tanggal 18 Februari
2005. Dalam surat pengaduan tersebut ketiga LSM dan masyarakat desa menjelaskan
bahwa proyek PMPD telah membangun sarana fisik (komponen C) sebelum komponen
A dan B diberikan kepada masyarakat, bahwa peningkatan kapasitas seharusnya
diberikan terlebih dahulu, dan sebagai akibatnya, hal tersebut menyebabkan kerugian
bagi masyarakat di kelima desa. SPF mencatat pengaduan tersebut pada tanggal 9
Maret 2005, dan menyatakannya memenuhi syarat pada tanggal 23 Maret 2005.

B. Tinjauan dan Penilaian

Tinjauan dan penilaian meliputi pengkajian dokumen, wawancara dengan staf
Asian Development Bank (ADB), diskusi dengan berbagai pihak, dan penilaian
lapangan. Laporan tinjauan dan penilaian dikirim ke Presiden ADB pada tanggal 26 April
2005, dan salinannya dalam versi bahasa Inggris dan Indonesia dikirim ke pemohon
pengaduan dan ADB-IRM pada tanggal 5 Mei 2005.

Laporan tinjauan dan penilaian mengidentifikasi pemegang kepentingan yang
terlibat dalam Proyek PMPD sebagai berikut (i) masyarakat di kelima desa; (ii) ketiga
LSM; (iii) Pemerintah Indonesia, khususnya DirJen PMD, pemerintah daerah, dan
konsultan dari tim konsultan pusat dan daerah; serta (iv) ADB-IRM, yang bertanggung
jawab atas administrasi proyek. Masyarakat kelima desa terdiri dari banyak pemegang
kepentingan yang berbeda-beda. Ketiga LSM berperan sebagai penghubung atau
intermediary antara perwakilan masyarakat desa dan kantor SPF. Pengaduan yang
diajukan, seperti yang dicantumkan dalam laporan tinjauan dan penilaian, memusatkan
perhatian pada empat hal: sarana fisik, urutan komponen proyek, partisipasi dalam
pengambilan keputusan, dan informasi.

Para pemegang kepentingan di tingkat desa fokus pada isu sarana fisik
(komponen C), namun tidak tahu pasti tentang detil dari sarana fisik yang diberikan.
Sebagian beranggapan bahwa masyarakat desa tidak diberdayakan dengan memadai



karena komponen A belum diberikan, dan tidak adanya konsultasi dengan masyarakat
desa serta informasi keseluruhan tentang Proyek PMPD adalah faktor-faktor yang
mempengaruhi kekurangan pada sarana fisik dan kerugian materi langsung dan dampak
yang tidak diinginkan. Pemerintah, konsultan, dan IRM sepakat bahwa peningkatan
kapasitas untuk perencanaan pembangunan yang terdesentralisasi harusnya diberikan
sebelum pembangunan sarana fisik.

C. Rencana Tindakan

Rencana tindakan yang diambil terdiri dari pertemuan awal, kegiatan pencarian
fakta bersama tingkat desa, dan pertemuan antar semua pemegang kepentingan yang
difasilitasi oleh seorang fasilitator lokal. Berbagai orang perwakilan dari kelima desa,
Pemerintah, petugas proyek, ADB-IRM sebagai para pihak, LSM sebagai penghubung,
dan kantor SPF ambil bagian dalam diskusi tersebut. Kesepakatan dalam lingkup
Proyek ditandatangani untuk masing-masing desa pada pertemuan antar pemegang
kepentingan pada tanggal 26-28 September 2005. Pada saat pertemuan tersebut,
pelaksanaan komponen A dan B telah dimulai.

D. Pemantauan Kesepakatan

Seiring dengan telah dilaksanakannya mekanisme pengaduan proyek PMPD,
komponen A dan B telah mulai dilaksanakan, dan para pihak menyatakan bahwa
mereka bersedia untuk melaksanakan kesepakatan tersebut, peralihan dari pengaduan
ke pelaksanaan proyek diharapkan dapat berjalan dengan lancar. ADB-IRM, yang
menyelenggarakan proyek PMPD, harus memantau pelaksanaan kesepakatan dengan
ketat dan memastikan bahwa hal ini dilaksanakan demi kepuasan semua pihak. Para
pihak setuju untuk menyerahkan laporan bersama tentang hasil-hasil yang dicapai
kepada kantor SPF paling lambat akhir bulan Januari 2006.



LATAR BELAKANG
A. Proyek

1. Proyek Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD atau
Community Empowerment for Rural Development/CERDP ) di Indonesia,’ yang
didukung oleh Asian Development Bank (ADB), memiliki empat komponen. Komponen A
mendukung (i) pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan perencanaan
berbasis masyarakat, (ii) pengembangan sumberdaya masyarakat untuk mendukung
pendidikan formal bergelar bagi Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Ditden PMD) dan pemerintah daerah yang terlibat dalam pembangunan masyarakat,
dan (iii) bantuan hibah desa untuk mendukung program pelatihan masyarakat.
Komponen B mendukung pembentukan lembaga simpan pinjam desa di wilayah
sasaran di Kalimantan dan Sulawesi. (Peta lokasi ada di Lampiran 1). Komponen C
mendukung pembangunan sarana fisik pedesaan bagi masyarakat sasaran. Komponen
D menyediakan bantuan dalam manajemen dan pemantauan proyek. Proyek PMPD
ditargetkan di 11 kabupaten dan enam propinsi di Indonesia yakni: Kalimantan Tengah,
Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi
Tenggara. Ditlen PMD Depdagri bertindak sebagai badan pelaksana. Perjanjian
pinjaman ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2000 dan pinjaman mulai berlaku
pada tanggal 12 Maret 2001. Proyek PMPD telah memasuki tahun kelima pelaksanaan.
Administrasi proyek diserah-terimakan kepada Indonesia Resident Mission (IRM) ADB
pada bulan Juli 2002. Tinjauan paruh waktu (midterm review) dilakukan dari tanggal 29
November sampai dengan 15 Desember 2004.

B. Pengaduan

2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Cakrawala Hijau Indonesia
(YCHI) di Banjarbaru, Lembaga Kajian Keislaman & Kemasyarakatan (LK3) di
Banjarmasin, dan Yayasan Duta Awam (YDA)? yang berkantor di Solo, Jawa Tengah,
memulai kegiatan pemantauan partisipatif terhadap proyek PMPD di delapan desa di
Kalimantan Selatan pada tahun 2002. Upaya ini didanai oleh Ford Foundation dan
menghasilkan laporan yang diterbitkan pada tahun 2003.> Lokakarya dan seminar
diadakan untuk menyampaikan hasil dan pelajaran dari pemantauan tersebut. Pada saat
itu disampaikan bahwa proyek PMPD telah membangun sarana fisik tanpa melakukan
pengembangan kapasitas masyarakat terlebih dahulu. Pada tanggal 18 Februari 2005,
Forum Masyarakat Peduli CERDP, yang terdiri dari ketiga LSM tersebut diatas dan
masyarakat dari lima desa yakni Kiram, Mandiangin Barat, dan Handil Baru yang
terletak di kabupaten Banjar, serta Handil Negara dan Kali Besar yang terletak di
kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, menyampaikan pengaduan kepada Kantor
Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF). Kantor SPF
kemudian mencatat pengaduan tersebut pada tanggal 9 Maret 2005. Delapan orang,
tiga diantaranya mewakili ketiga LSM dan lima lainnya berasal dari kelima desa,
menandatangani pengaduan tersebut dan meminta agar nama mereka dirahasiakan.
Versi bahasa Inggris surat pengaduan tersebut dicantumkan dalam Lampiran 2; untuk
salinan lengkap dari surat pengaduan tersebut dalam bahasa Indonesia dan Inggris
beserta lampirannya bisa dilihat di www.adb.org/spf.

' Bantuan pinjaman 1765(SF)/1766-INO sebesar $170,2 juta disetujui pada tanggal 19 Oktober 2000.

2 YDA adalah anggota NGO Forum of ADB di Manila.

% salinan publikasi ini yang berjudul, Rakyat Memantau Proyek Utang Laporan Monitoring Partisipatif
Terhadap Proyek PMPD (CERDP) juga diberikan kepada Kantor SPF.



3. Isu utama yang dilaporkan dalam surat pengaduan meliputi: (i) sarana fisik,
sebagian besar berupa jalan pedesaan, jembatan, dan sarana air bersih, yang
dilaksanakan pada tahun 2002 dibawah komponen C proyek PMPD dibangun tanpa
mengikuti urutan komponen proyek PMPD dan tanpa melibatkan masyarakat dalam
perencanaan dan perancangannya; sebagian dari sarana fisik tersebut tidak memenuhi
syarat, dan perbaikan yang dilakukan di beberapa lokasi tidak memuaskan; dan (ii)
kelima desa belum menerima komponen A, B dan D. Akibat dari perancangan dan
pembangunan yang tidak memenuhi syarat tersebut, menurut masyarakat, produksi
pertanian menurun dan mereka mengalami kerugian dalam hal pendapatan dan waktu,
masalah transportasi, dan menurunnya motivasi untuk berpartisipasi. Dalam beberapa
kasus, perselisihan antar RT (Rukun Tetangga) * dilaporkan terjadi.

C. Penentuan Memenuhi Syarat/Tidaknya Pengaduan

4, Kantor SPF mengadakan pemeriksaan untuk menentukan apakah pengaduan
memenuhi syarat atau tidak dari tanggal 14 sampai dengan 21 Maret 2005.
Pemeriksaan ini meliputi kunjungan ke wilayah proyek, diskusi dengan pemerintah
pusat, propinsi, kabupaten dan kecamatan, serta konsultan pelaksana, LSM yang
mendukung pengaduannya, serta pemohon pengaduan. Kantor SPF menyatakan
pengaduan memenuhi syarat pada tanggal 23 Maret 2005. Para penandatangan
pengaduan dari kelima desa dianggap sebagai pemohon pengaduan. YCHI, LK3, dan
YDA bertindak sebagai penghubung (intermediaries) antara perwakilan masyarakat
desa tersebut dan Kantor SPF.

Il. TINJAUAN DAN PENILAIAN
A. Metodologi

5. Tinjauan dan penilaian, yakni langkah keempat dalam proses konsultasi,
mencakup (i) pengkajian dokumen; (ii) wawancara dengan staf ADB yang terlibat dalam
proyek PMPD; ° (iii) diskusi dengan ketiga LSM; (iv) penilaian lapangan, yang terdiri dari
kunjungan ke lokasi sarana fisik yang disebutkan dalam pengaduan, dan 83 wawancara
dengan pemegang kepentingan utama di kelima desa; dan (v) diskusi dengan staf dan
pengambil keputusan dari Departemen Dalam Negri dan Otonomi Daerah, DitJen PMD,
pemerintah daerah, dan konsultan dari tim konsultan pusat dan daerah. Laporan
tinjauan dan penilaian yang disusun oleh Kantor SPF dikirim ke Presiden ADB pada
tanggal 26 April 2005, dan salinannya dalam versi bahasa Inggris dan Indonesia dikirim
ke pemohon pengaduan serta ADB-IRM pada tanggal 5 Mei 2005.

B. Identifikasi Pemegang Kepentingan

6. Laporan Tinjauan dan Penilaian mengidentifikasi pihak-pihak berikut sebagai
pemegang kepentingan dalam proyek PMPD (i) masyarakat di kelima desa; (ii) ketiga
LSM; (iii) Pemerintah Indonesia, khususnya Ditlen PMD, pemerintah daerah, dan
konsultan dari tim konsultan pusat dan daerah; serta (iv) ADB-IRM.

* Rukun Tetangga (RT) adalah unit di bawah tingkat desa.
® Position paper yang diberikan kepada kantor SPF oleh IRM dikutip dalam laporan Tinjauan dan Penilaian.



7. Masyarakat di kelima desa terdiri dari berbagai pemegang kepentingan yang
berbeda-beda, yakni: penandatangan surat pengaduan dan daftar orang-orang yang
mendukung pengaduan; kepala desa, anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), dan
beberapa aparat desa yang terdiri dari staf yang membantu kepala desa; anggota
kelompok pelaksana atau POKLAK; ° serta masyarakat lainnya. Pemegang kepentingan
utama di tingkat desa memiliki latar belakang pendidikan dan profesi, serta tingkat
kemiskinan yang berbeda-beda.

8. YCHI, LK3, dan YDA menganggap lembaga mereka sebagai pendukung
masyarakat, yang memiliki komitmen untuk membantu masyarakat desa dalam
mengupayakan jalan keluar bagi masalah yang mereka hadapi yang terkait dengan
proyek PMPD dan pada akhirnya merasakan manfaat dari proyek PMPD. Keterlibatan
ketiga LSM tersebut dalam proyek PMPD dimulai pada tahun 2002 ketika mereka
membantu masyarakat dalam pemantauan partisipatif dalam kelompok yang pada
awalnya beranggotakan delapan desa di Kalimantan Selatan. Para penandatangan
surat pengaduan kelihatannya menaruh kepercayaan pada ketiga LSM tersebut dan
ingin agar mereka terlibat sebagai penghubung dalam tahap konsultasi. Ketiga LSM
tersebut, dalam peran mereka, merasa bahwa mereka telah memberi banyak kontribusi
dalam memberdayakan masyarakat dan perlu tetap terlibat.

9. Departemen Dalam Negri dan Otonomi Daerah, DitJen PMD, pemerintah
daerah, dan konsultan dari tim konsultan pusat dan daerah terdiri dari banyak staf
pemerintah dan konsultan di berbagai tingkat administrasi yang berbeda. Dengan
dilandasi semangat desentraliasi, kantor SPF mengusulkan untuk mengadakan
pertemuan di tingkat lokal dan melibatkan perwakilan setempat. ADB-IRM ikut terlibat
melalui petugas proyek yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan proyek PMPD.

C. Temuan dan Rekomendasi

10. Laporan Tinjauan dan Penilaian menggabungkan dan menyusun pandangan-
pandangan yang disampaikan oleh berbagai pemegang kepentingan seputar empat
permasalahan yang dapat diatasi, yakni: (i) sarana fisik, (ii) urutan komponen proyek,
(iii) partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan (iv) informasi.

11. Sarana fisik. Sebagian besar pemegang kepentingan di tingkat desa tampaknya
fokus pada isu tentang sarana fisik dan mengharapkan agar isu tersebut diselesaikan.
Banyak masyarakat desa yang tidak tahu dengan pasti tentang detil sarana fisik yang
diberikan, misalnya ketentuan jalan (panjang, lebar, material) dan jembatan, serta
jumlah gorong-gorong. Oleh karena itu, pengaduan mereka sebagian besar terkait
dengan mutu rancangan dan pembangunan. Masyarakat desa juga menyebutkan
bahwa mereka merasakan banyak manfaat dari sarana fisik tersebut, seperti jalan ke
pasar lebih mudah, jalan penghubung antar desa lebih mudah, cepat, dan murah, dan
jalan yang lebih dapat diandalkan untuk transportasi orang dan barang. Masyarakat
desa mengakui bahwa pedagang kini bisa mendatangi desa dengan lebih mudah, dan
anak-anak mereka bisa pergi ke sekolah dengan lebih mudah dan cepat, dan
tersedianya sarana air bersih untuk minum menghemat banyak waktu yang digunakan
untuk mengambil air sebelumnya. Kantor manajemen proyek (Project Management
Office/PMO ) dan insinyur yang terlibat dalam proyek PMPD berpendapat bahwa sarana

6 Singkatan dari KelomPOK PeLAKsana, kelompok ini ditugasi untuk melaksanakan kegiatan proyek sarana
fisik.



fisik yang disediakan bagi kelima desa pada umumnya berada dalam kondisi baik. Ada
kesepakatan diantara para pihak bahwa segala masalah yang ada harus diselesaikan
dalam lingkup proyek, selama masalah tersebut secara teknis dapat diselesaikan.
Laporan Tinjauan dan Penilaian mengusulkan kegiatan pencarian fakta bersama bagi
semua pihak untuk memverifikasi jenis, ketentuan, kontrak, dan status sarana fisik di
lapangan saat ini.

12. Urutan Komponen Proyek. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa tanpa
komponen A, khususnya, mereka tidak diberdayakan dengan memadai dan seandainya
mekanisme perencanaan berbasis masyarakat diberikan hal tersebut akan membantu
mereka merencanakan dan melaksanakan komponen C. Menurut mereka, tidak
dilibatkannya masyarakat desa kemungkinan telah mempengaruhi kekurangan yang
dilihat dalam sarana fisik, yang kemudian menyebabkan kerugian materi secara
langsung dan dampak yang tidak diinginkan. Pemerintah, konsultan, dan IRM setuju
bahwa peningkatan kapasitas untuk perencanaan pembangunan yang terdesentralisasi
seharusnya mendahului pembangunan sarana fisik. Pemerintah dan manajemen proyek
telah menjamin bahwa komponen A, B, dan D akan dilaksanakan di keempat desa yang
belum mendapatkannya pada tahun 2005 (pelaksanaan komponen-komponen tersebut
diatas telah dimulai pada tahun 2004 di desa kelima, yakni Handil Baru).

13. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan. Masyarakat, termasuk perwakilan
dari BPD, mengeluh bahwa sarana fisik dirancang dan dibangun tanpa melibatkan
mereka. Mereka merasa seharusnya mereka memiliki suara dalam memilih sarana fisik
yang akan dibangun namun mereka tidak dilibatkan oleh jajaran pemimpin desa. Para
pemegang kepentingan setuju bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan perlu
ditingkatkan.

14. Informasi. Banyak pemegang kepentingan tingkat desa menganggap bahwa
kurangnya akses ke informasi sebagai keprihatinan yang terpenting kedua dan yang
paling kompleks. Masyarakat mengeluh bahwa mereka mengetahui tentang proyek
PMPD ketika kendaraan kontraktor muncul dan bulldozer mulai menggali tanah atau
merubuhkan sarana lama untuk menyiapkan pembangunan sarana fisik yang baru.
Menurut mereka, kurangnya informasi telah menimbulkan ketidakpercayaan. Laporan
Tinjauan dan Penilaian mengemukakan bahwa penyebaran informasi juga terhambat
oleh jarak dan jalan penghubung antar RT yang tidak memadai.

15. PMO percaya bahwa informasi tentang proyek PMPD yang kurang memadai
telah disampaikan pada tahun 2001/2002. IRM dan PMO mengatakan bahwa mereka
telah menawarkan untuk menyediakan informasi tambahan dalam pertemuan dengan
LSM. Unit pelaksana proyek (project implementation unit/PIU) di tingkat kabupaten
menambahkan bahwa mereka telah menjelaskan kerangka kerja proyek serta
keterbatasannya beberapa kali, namun masyarakat tidak mau menerima penjelasan
tersebut.

D. Rencana Tindakan Yang Diusulkan

16. Laporan Tinjauan dan Penilaian mengusulkan pendekatan berdasarkan masing-
masing desa yang mencakup Pencarian Fakta Bersama dan pertemuan antar
pemegang kepentingan. Laporan tersebut juga mengusulkan aturan dasar, dan
menghimbau partisipasi berbagai kelompok masyarakat desa, yang mewakili berbagai
RT, serta kepala desa, aparat desa, dan BPD.



17. Kantor SPF menjelaskan isi Laporan Tinjauan dan Penilaian-nya kepada
masyarakat untuk memberi mereka kesempatan untuk mengklarifikasi isu-isu yang ada
dan mempertimbangkan langkah selanjutnya dan konsekuensinya. Setelah memutuskan
untuk melanjutkan pengaduan, masyarakat memberikan komentar mereka tentang
Laporan Tinjauan dan Penilaian. Laporan ini kemudian ditampilkan dalam website
kantor SPF pada tanggal 9 Mei 2005, dan komentar dari para pemohon dan ADB-IRM
ditampilkan pada website pada tanggal 9 Agustus 2005.” Para pemohon pengaduan
meminta untuk diadakan pertemuan awal dengan pihak-pihak lain untuk menyepakati
bersama tentang hal-hal yang ada dalam rencana tindakan yang diusulkan. Para pihak
juga sepakat untuk merekrut seorang fasilitator lokal untuk rencana tindakan.

Il RENCANA TINDAKAN

18. Pertemuan Awal. Dua pertemuan awal diadakan pada tanggal 29 dan 30
Agustus 2005 (satu pertemuan untuk masing-masing kabupaten)?, agar para pemohon
bisa melakukan panen hasil bumi mereka sebelum pertemuan. Ada 90 peserta dari
berbagai pihak, yakni: ADB-IRM, Pemerintah, konsultan pelaksana, wakil desa, dan
LSM yang beperan sebagai penghubung antara masyarakat dan kantor SPF. Fasilitator
lokal, bersama dengan co-fasilitator dan juru dokumentasi, menangani perencanaan
yang terinci untuk kegiatan pencarian fakta bersama dan pertemuan antar pemegang
kepentingan, termasuk menetapkan tujuan dan menyepakati isu, peserta dan tanggal
acara. Isu-isu yang disebutkan dalam Laporan Tinjauan dan Penilaian dikaji kembali.
Para pihak setuju bahwa isu tentang sarana fisik terkait dengan jalan yang terendam di
Handil Baru dan Handil Negara, pengaspalan jalan di Kiram, dan lebar dan gorong-
gorong pada jalan di Kali Besar. Kelompok dari Mandiangin Barat pada akhirnya
sepakat bahwa sarana fisik di desa mereka masih berada dalam kondisi yang baik dan
bahwa isu yang masih tersisa terkait dengan pencairan dana dan penyediaan komponen
A dan B harus dibahas dalam pertemuan antar pemegang kepentingan. Pemerintah
setuju untuk menyediakan ketentuan teknis untuk sarana fisik yang dipermasalahkan 3
hari sebelum Pencarian Fakta Bersama. Isu-isu yang tidak terkait dengan sarana fisik
dibahas dalam pertemuan antar pemegang kepentingan.

19. Kegiatan Pencarian Fakta Bersama. Pencarian fakta bersama di keempat desa
berikut Handil Baru, Handil Negara, Kali Besar, dan Kiram berlangsung pada tanggal 13
dan 14 September 2005, dan melibatkan kepala desa atau wakilnya, ketua BPD, ketua
POKLAK, penandatangan surat pengaduan, ketua RT, kepala PIU, koordinator
kabupaten, insinyur sarana fisik kabupaten, perwakilan LSM, kepala unit administrasi
proyek (project administration unit /PAU) dari ADB-IRM dan Kantor SPF. Tim kecil yang
terdiri dari dua orang anggota masyarakat dan tiga orang insinyur (kepala PAU dari IRM
dan dua insinyur proyek) memeriksa setiap sarana fisik, mencocokkannya dengan
ketentuan rancangan(bestek), gambar teknis, atau kontrak, menggambarkan kondisinya,
dan menilai kemungkinan untuk memperbaikinya. Mereka juga membahas tentang
kebutuhan perawatan jangka panjang, dan komitmen yang dibutuhkan dari masyarakat
desa dan pemerintah kabupaten dan pemerintah setempat. Fasilitator lokal memastikan
bahwa para anggota tim bekerja sama dan mencapai kesepakatan, dan bahwa
pendapat mereka dicatat dalam tabel, ditandangani oleh para anggota tim, difotokopi
dan dibagi-bagikan ke berbagai pihak yang terlibat. Hasil dari pencarian fakta bersama

7 http://adb.org/SPF/cerd-complaint-registry.asp,
http://adb.org/SPF/Documents/complainants-comments-rar.pdf,
http://adb.org/SPF/Documents/irm-comments-rara.pdf

8 Tiga desa di kabupaten Banjar dan dua desa di kabupaten Tanah Laut telah menandatangani pengaduan.




disajikan kepada para peserta kegiatan dalam rapat pleno. Salinan dari tabel yang
ditandatangani tersebut dilampirkan pada laporan masing-masing desa (Lampiran 3).

20. Pertemuan Antar Pemegang Kepentingan. Pertemuan ini diadakan di kelima
desa dari tanggal 26 sampai dengan 28 September 2005. Isu-isu tentang sarana fisik
dan jalan keluarnya yang dibahas dalam kegiatan Pencarian Fakta Bersama, dipastikan
kembali dan dijelaskan, dan kegiatan yang diperlukan diklarifikasi. Perawatan sarana
fisik, termasuk tanggung jawab bersama, penentuan prioritas dalam lingkup kabupaten,
dan alasan yang mendukung (justification) untuk investasi dari sudut pandang ADB,
dijelaskan. Isu-isu yang tidak terkait dengan sarana fisik, sebagian besar terkait dengan
komponen A dan B dari proyek PMPD, penyebaran informasi, partisipasi dalam
pengambilan keputusan, dan transparansi, dijelaskan dengan rinci oleh konsultan
proyek PMPD dan pemerintah daerah. Tampak jelas bahwa proyek PMPD akan dapat
membentuk mekanisme untuk meningkatkan penyebaran informasi, partisipasi, dan
pemantauan, sesuai dengan keinginan masyarakat dan dalam lingkup proyek PMPD.
Sistem pengaduan proyek PMPD dijelaskan untuk memberikan masyarakat kesempatan
untuk mendapatkan jalan keluar, jika diperlukan. Masyarakat meminta agar informasi
disampaikan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, penambahan
papan informasi proyek, ® pertemuan desa, dan komunikasi yang lebih sistematis melalui
perwakilan desa. Kesepakatan disajikan dalam bentuk poster dan ditulis dalam tabel
untuk ditandatangani dan mudah dipahami. Fasilitator lokal memastikan bahwa
masyarakat memiliki kesempatan yang cukup untuk mengajukan pertanyaan,
mengemukakan keprihatinan, dan mendapat penjelasan dari staf proyek. Salinan dari
kesepakatan yang telah ditandatangani dilampirkan pada laporan masing-masing desa
(Lampiran 3).

21. Pada saat pertemuan antar pemegang kepentingan berlangsung, ada bukti
bahwa komponen A telah dimulai: fasilitator desa menghadiri pertemuan tersebut, dan
papan informasi proyek telah dipasang di Kali Besar dan Handil Negara. Selain itu, desa
Handil Baru telah mencapai kesepakatan dengan kontraktor sebelumnya, dan perbaikan
jalan, penahan sisi jalan, dan gorong-gorong telah dimulai.

V. PEMANTAUAN KESEPAKATAN

22. Seiring dengan telah dilaksanakannya mekanisme pengaduan proyek PMPD,
pelaksanaan komponen A dan B telah dimulai, dan para pihak telah menyatakan bahwa
mereka bersedia untuk melaksanakan kesepakatan, peralihan dari pengaduan ke
pelaksanaan proyek diharapkan berjalan dengan lancar. Staf proyek PMPD telah
berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan konsep dan instrumen proyek PMPD,
untuk menjamin partisipasi dan transparansi informasi. Proyek PMPD harus
menciptakan kesadaran dan pengetahuan tentang proyek yang lebih luas khususnya
diantara masyarakat yang lebih miskin. IRM, yang bertanggung jawab atas
penyelenggaraan proyek, harus memantau dengan seksama pelaksanaan kesepakatan
sesuai dengan keinginan semua pihak. Kantor SPF telah menjelaskan selama
pertemuan antar pemegang kepentingan bahwa siapa saja bisa melaporkan isu-isu
yang terkait dengan pelaksanaan kesepakatan. Para pihak sepakat untuk
menyampaikan laporan bersama tentang hasil-hasil yang dicapai kepada kantor SPF
paling lambat akhir bulan Januari 2006.

° ADB-IRM berjanji untuk memasukkan permintaan ini kedalam aide-mémoire nya.



23. Membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri adalah ciri
yang melekat pada pendekatan proyek PMPD dan harus dilanjutkan. Kantor SPF yakin
bahwa pengaduan di masa yang akan datang akan ditangani dengan efisien melalui
mekanisme pengaduan proyek PMPD di tingkat lokal.
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Surat Pengaduan
FORUM MASYARAKAT PEDULI CERDP

16 February 2005
Mr. Nalin P. Samarasingha
Special Project Facilitator
Asian Development Bank
6 ADB Avenue Mandaluyong City
1550 Philippines

Yth. Mr. Samarasingha,

Pengajuan Konsultasi: Community Empowerment of Rural Development
Project, Indonesia Loan 1765-INO (OCR) & 1766-INO (SF)

PENGANTAR

Community Empowerment for Rural Development Project (Proyek CERD) adalah
proyek yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sektor
perdesaan. Proyek ini dimaksudkan sebagai upaya mengurangi dampak dari krisis
ekonomi yang melanda Indonesia. Hal-hal yang melatarbelakangi lahirnya proyek
iniadalah: kemiskinan di sektor perdesaan, tidak adanya akses bagi masyarakat
miskin terhadap pelayanan, minimnya peran perempuan dalam pembangunan.

Proyek dengan dana sebesar US$ 170,2 juta ini didanai oleh pinjaman ADB
berdasarkan Loan 1765-INO (OCR) & 1766-INO (SF) sebesar US$ 115 (68%) dan
pemerintah Indonesia sebesar US$ 55,2 (32%). Proyek ini berlaku efektif pada 15
Maret 2001 dan akan diimplementasikan selama 6 tahun di 6 provinsi di Indonesia,
yakni Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.

Proyek CERD meliputi 4 komponen, yaitu: Komponen A untuk Peningkatan Masyarakat
dalam Pembangunan Masyarakat, Komponen B untuk Pengembangan Lembaga
Keuangan dan Ekonomi Perdesaan, Komponen C untuk Peningkatan Prasarana
Perdesaan, dan Komponen D untuk Manajemen dan Monitoring.

Masyarakat dari beberapa desa penerima proyek CERD di Kalimantan Selatan tahun
2002 merasakan bahwa proyek CERD melanggar desain, prinsip dan pendekatan
yang direncanakan proyek ini, yang membawa dampak kepada masyarakat. Upaya
penyelesaian masalah telah dilakukan sejak Maret 2003 hingga Desembar 2004, mulai
tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat hingga ADB-Indonesia Resident Mission.
Permasalahan yang dirasakan masyarakat tersebut hingga saat ini belum mendapatkan
kejelasan penyelesaiannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka kami masyarakat dari 5 desa lokasi Proyek CERD
di Kalimantan Selatan tahun 2002 dan beberapa NGO yang tergabung dalam FORUM
MASYARAKAT PEDULI PROYEK CERD merasa perlu untuk meminta SPF
melakukan peninjauan dan investigasi terhadap Proyek CERD dalam kerangka
Mekanisme Akuntabilitas ADB. Kami meminta SPF melakukan aktivitas ini khususnya
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untuk pelaksanaan Proyek CERD tahun 2002 di 5 desa sebagai berikut:
a. Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan

b. Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Kalimantan

Selatan
c. Desa Handil Baru Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan

d. Desa Handil Negara Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan

e. Desa Kali Besar Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan

1. PIHAK YANG MENGAJUKAN KONSULTASI

Pengajuan konsultasi ini dilakukan oleh Forum Masyarakat Peduli Proyek
yang terdiri dari:

(Nama dan alamat dirahasiakan atas permintaan penandatangan)

Nama-nama pengaju konsultasi di atas bersepakat untuk memilih alamat

bersama sebagai wadah komunikasi dan koordinasi, yaitu:

(Alamat dirahasiakan atas permintaan pemohon)

CERD

Upaya penyelesaian masalah melalui konsultasi ini juga didukung oleh masyarakat

lainnya melalui tanda tangan dukungan (sebagaimana terlampir) dari:

JDesa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar
JDesa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar
[1Desa Kuin Besar Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar
JDesa Handil Baru Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar
(1Desa Handil Negara Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut
IDesa Kali Besar Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut
(JDesa Gunung Mas Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut
(1Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut

2. KERUGIAN IMPLEMENTASI PROYEK CERD
A. ASPEK SOSIAL

Pelaksanaan Proyek CERD di Kalimantan Selatan pada tahun 2002 telah
menimbulkan konflik horisontal dan akan mempertinggi potensi terjadinya konflik
ini di masyarakat. Konflik yang timbul di masyarakat ini muncul karena
rendahnya pelibatan masyarakat, rendahnya keterbukaan informasi dan
pertanggungjawaban terkait pelaksanaan proyek ini di tingkat desa yang
berujung pada perkelahian, kebingungan, ketidaktahuan dan kecurigaan
terhadap pelaksana proyek di tingkat desa. Dampaknya, hubungan antara
masyarakat dengan pelaksana proyek desa menjadi tidak harmonis sehingga
lebih memperparah sumbatan jalur informasi.

Penyebab konflik yang terjadi di masyarakat desa penerima Proyek CERD tahun
2002 ini juga terjadi karena kesalahan prosedur pelaksanaan proyek. Dari
keempat komponen yang seharusnya diterima desa sasaran proyek, hanya satu
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komponen saja yang diterima oleh desa 2002 yakni komponen C, di mana
komponen C merupakan penunjang dari implementasi komponen A dan B.
Dengan kata lain, komponen A dan B yang seharusnya menelorkan keputusan
infrastruktur apa yang akan dibangun tidak dilaksanakan.

Di Desa Handil Negara, konflik ini berwujud adu fisik (perkelahian) antara
anggota masyarakat dengan pelaksana Proyek CERD tingkat desa (yang juga
anggota masyarakat di desa yang sama). Hal ini disebabkan informasi tentang
Proyek CERD tidak disampaikan kepada masyararakat dan itu
menimbulkan kesalahpahaman di antara mereka.

Di beberapa desa lain, selain kelima desa lokasi pengaju konsultasi ini, juga
terjadi konflik dengan sebab yang sama. Konflik ini berwujud kebingungan,
ketidaktahuan dan kecurigaan terhadap pelaksana proyek di tingkat desa.

B. ASPEK MATERIIL

Pelaksanaan Proyek CERD di Kalimantan Selatan tahun 2002 menimbulkan
kerugian materiil yang langsung dirasakan masyarakat. Secara spesifik masalah
yang menimbulkan kerugian dari pelaksanaan Proyek CERD ini, di antaranya:

[0 Menurunkan Produktivitas Hasil Pertanian

Di Desa Handil Negara Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, sejak Proyek
CERD membangun infrastruktur jalan, kontraktor yang mengerjakannya pada
akhir 2002, menutup gorong-gorong yang ada pada saat proses penimbunan
jalan.

Gorong-gorong yang terbuat dari kayu ulin (Eusideroxylon zwageri) yang berada
di jalan RT 3, mulanya ada 2 buah (sebelum Proyek CERD). Gorong-gorong ini
merupakan saluran pengeluaran air (pengeringan) dari lahan persawahan.
Namun dengan selesainya pembangunan jalan, gorong-gorong yang dibangun
kembali hanya satu unit.

Gorong-gorong yang hilang satu unit tersebut menyebabkan proses pengeringan
lahan persawahan menjadi terhambat. Setidaknya ini menyebabkan sekitar 3,5
hektar/+ 120 borong (ukuran masyarakat untuk luas lahan adalah borong; 1
hektar setara dengan 35-36 borong; 1 borong sama dengan 17 m x 17 m),
mengalami penurunan produktivitas (dari 8 blek gabah hasil panen tiap satu
borong -1 blek sama dengan 20 liter persekali panen- menjadi hanya 3-5 blek).
Kondisi terendamnya sawah ini juga menyebabkan pola pengendalian hama
tikus yang biasa diterapkan masyarakat tidak bisa diterapkan lagi. Dampaknya
serangan hama tikus tidak terkendali.

U Hibah Tanah Untuk Pembangunan Jalan Menjadi Tidak Bermanfaat Bagi
Masyarakat Desa Handil Baru Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar

Pembangunan infrastruktur di Desa Handil Baru Kecamatan Aluh-aluh
Kabupaten Banjar memberikan semangat bagi masyarakat yang selama ini
sangat mengharapkan adanya sarana transportasi darat menuju Kota
Banjarmasin (ibu kota provinsi). Semangat masyarakat ini terlihat dari kerelaan
masyarakat untuk menghibahkan sebagian sawahnya yang berada di wilayah
yang akan dipergunakan untuk pelebaran jalan.

Namun pembangunan infrastruktur tersebut sangat tidak sempurna dibanding
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dengan besarnya dana yang digunakan untuk pembangunan tersebut. Hasilnya
bahkan sangat jauh dari harapan masyarakat karena ketinggian tanah kurang,
pecah-pecah, berlobang, dan tidak rata sehingga tidak bisa dimanfaatkan
sebagai sarana transportasi di desa dan antar-desa.

Padahal masyarakat telah menghibahkan tanahnya yang selama ini diolah
untuk bisa memperoleh hasil pertanian setiap tahunnya. Meskipun pada
akhir 2004, jalan tersebut telah diperbaiki dengan menggunakan dana
operasional dan pemeliharaan (O&P), namun jalan tersebut masih belum
bisa untuk dimanfaatkan oleh masyarakat karena kondisi jalan masih becek
dan pada beberapa ruas jalan tanahnya longsor.

Oleh karena dianggap lebih pantas sebagai lahan persawahan dari pada
sebagai jalan, maka pada beberapa bagian ruas jalan dipakai masyarakat
untuk pembibitan padi.

Desa Handil Negara Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut

Kondisi yang sama terjadi di Desa Handil Negara Kecamatan Kurau Kabupaten
Tanah Laut. Infrastruktur jalan yang dibangun pada awalnya tidak layak untuk
dipakai sebagai sarana transportasi. Batu yang dipakai sebagai pengerasan
jalan terlalu besar sehingga menyulitkan untuk dijalani, belum lagi rendahnya
jalan menyebabkan terendam air saat hujan. Kondisi tersebut menyebabkan
dana pemeliharaan (O&P) Proyek CERD yang turun akhir 2004 digunakan
masyarakat untuk perbaikan/finishing terhadap infrastruktur ini sehingga bisa
dimanfaatkan oleh masyarakat.

Namun saat ini muncul pertanyaan di masyarakat, bagaimana keberlanjutan
pemeliharaan jalan ini jika dana O&P yang seharusnya dipakai sebagai dana
pemeliharaan dialihnfungsikan sebagai dana perbaikan?

[1 Proses Pembangunan Jalan Menghancurkan Jembatan Desa

Penggunaan alat berat (excavator) saat pelaksanaan pembangunan infrastruktur
jalan di Desa Handil Baru Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar harus dibayar
mahal dengan rusaknya jembatan desa yang terbuat dari kayu ulin (Eusideroxylon
zwageri) yang berukuran 20 m X 3 m.

Alat berat yang dibawa melalui sungai menuju lokasi pembangunan jalan
terhalangi oleh jembatan yang biasa dipakai masyarakat. Sehingga pada waktu
itu jembatan tersebut harus dibongkar.

Meskipun jembatan ini kemudian dipasang lagi, hamun pemasangannya tidak
dilakukan dengan baik sehingga kondisinya tidak seperti sedia kala. Dengan
berjalannya waktu, dua tahun kemudian jembatan ini akhirnya runtuh (kondisi
Januari 2005).

Kondisi ini mengakibatkan hilangnya sarana penghubung antar-pemukiman
masyarakat dari RT 2 ke RT 3 sehingga masyarakat harus melalui jembatan lain
yang jaraknya lebih jauh.

1 Masyarakat Meminjami Dana kepada Proyek CERD untuk
Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan sarana fisik di Desa Mandiangan Barat dan Desa Kiram Kecamatan
Karang Intan Kabupaten Banjar yang membutuhkan dana di bawah 50 juta rupiah
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dikelola oleh kelompok pelaksana desa.

Dalam pelaksanaannya, Proyek CERD melakukan pelanggaran terhadap prosedur
surat perjanjian pemberian pekerjaan (SPPP), dalam hal waktu pencairan dana
dengan target penyelesaian pembangunan infrastruktur. Masyarakat dituntut
untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur sesuai target, namun tidak
diikuti dengan pencairan dana yang tepat waktu.

Masyarakat berusaha keras untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur
tersebut dengan mencari pinjaman dari masyarakat yang mampu, tidak hanya di
desa mereka bahkan juga kepada masyarakat di luar desa. Melalui pinjaman
sebesar 60 juta rupiah (2 paket pekerjaan/SPPP) ini target pembangunan
infrastruktur dapat tercapai. Namun, hingga proses pembangunan infrastruktur ini
selesai, belum ada kepastian kapan dana akan dicairkan, dan pinjaman kepada
masyarakat masih belum bisa dibayarkan. Sekitar 45 hari kemudian setelah
pembangunan selesai, baru dana pembangunan infrastruktur ini dicairkan secara
utuh.

Proses pinjam meminjam dan keterlambatan pencairan dana ini menyebabkan
masyarakat menerima kerugian material yang berupa biaya-biaya yang tidak bisa
terbayarkan seperti biaya transportasi mencari pinjaman, belum lagi jika pinjaman
tersebut diperhitungkan secara komersial.

C. ASPEK PERKEMBANGAN CIVIL SOCIETY

Upaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek sebenarnya telah
terbangun di masyarakat. Embrio perkembangan demokratisasi menuju civil society
ini sayangnya terhambat oleh perilaku manajemen proyek melalui ancaman
terhadap masyarakat yang berupaya mempertanyakan proses pelaksanaan proyek
yang ada di desanya.

Permasalahan-permasalahan Proyek CERD di desa sebenarnya telah dicoba untuk
diupayakan penyelesaiannya oleh masyarakat. Namun upaya ini mendapatkan
tekanan, misalnya seperti ancaman kepada kepala desa untuk menenangkan
masyarakat dan melarang masyarakat untuk mengajukan protes karena jika
masyarakat tidak mau diam maka desa tersebut tidak akan menerima proyek
apapun nantinya. Bahkan dalam sebuah pertemuan masyarakat dengan pimpinan

proyek (16 April 2003), ancaman serupa juga terjadi.

Adanya tekanan dan ancaman, baik terhadap kepala desa maupun masyarakat
yang mempertanyakan dan mengajukan protes terhadap ketidakjelasan
pelaksanaan proyek ini jelas-jelas menjadi hambatan dalam perkembangan
timbulnya kebiasaan baru di masyarakat untuk tidak bersikap terbuka, tidak
bertanggung jawab dan tidak partisipatif.

Ancaman-ancaman ini bertentangan dengan akuntabilitas proyek yang diharapkan
terwujud dari adanya sikap kritis masyarakat. Padahal Proyek CERD sendiri,
khususnya komponen D (Manajemen dan Evaluasi), berupaya mendorong
pengawasan oleh masyarakat agar penyimpanganpenyimpangan implementasi
proyek bisa diminimalkan.
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3. PENYEBAB MASALAH
A. PELANGGARAN TERHADAP DESAIN PROYEK
UTujuan Proyek

Proyek ini bertujuan untuk mengentaskan masyarakat miskin perdesaan,
khususnya masyarakat miskin yang tinggal dekat pusat pertumbuhan, melalui
upaya pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan Kkapasitas
masyarakat desa dan mendukung kegiatan investasi lokal.

Kondisi yang terjadi di desa 2002 -yang tidak memiliki kelengkapan
komponen- sudah jelas tidak akan bisa mencapai tujuan proyek ini jika
komponen yang diberikan tidak secara utuh dan lengkap. Artinya, untuk
mencapai tujuan tersebut di desa 2002 terlebih dahulu harus dilakukan
pemenuhan komponen secara lengkap dan berurutan.

0 Tahapan Proyek

Desain proyek sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pelaksanaan proyek
akan dilakukan melalui peningkatan kapasitas/pemberdayaan masyarakat
(Komponen A), kemudian akan diikuti dengan peningkatan ekonomi melalui
pembentukan lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat/LSPBM
(Komponen B). Dua komponen ini akan didukung oleh pembangunan
infrastruktur desa (Komponen C). Sedangkan fasilitator dan konsultan akan
berperan dalam manajemen dan pengawasan proyek (Komponen D).

Pelaksanaan Proyek CERD tahun 2002 sangat jauh dari desainnya sendiri
karena proyek ini dimulai dengan masuknya komponen C, tanpa dilakukan
pemberdayaan dalam masyarakat (Komponen A) dan peningkatan bidang
ekonomi (Komponen B). Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya
fasilitator yang bertugas mendampingi masyarakat. Melihat kondisi ini, sudah
jelas bahwa proyek telah melakukan pelanggaran terhadap desain yang telah
dibuatnya sendiri.

[1Pelanggaran Terhadap Prinsip (Akseptabel, Transparan, Akuntabel, Keberkelanjutan,
dan Keterpaduan) dan Pendekatan (Partisipatif, Kemitraan, Public Real Demand,
Otonomi dan Desentralisasi, serta Peningkatan Peran dan Kapasitas Perempuan)

Pelaksanaan Proyek CERDII
Tidak Transparan

Pelaksanaan Proyek CERD pada tahun 2002 jelas-jelas melanggar pendekatan
transparansi. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya sosialisasi di setiap desa
penerima Proyek CERD tahun 2002. Bahkan karena tidak adanya sosialisasi,
masyarakat penerima manfaat sendiri tidak mengetahui proyek apa yang ada di
desanya serta dasar penetapan jenis dan lokasi pembangunan infrastruktur.

Meski Proyek CERD memiliki pedoman umum pelaksanaan proyek (pertama kali
iterbitkan 3 Juli 2001), namun dokumen ini juga tidak disebarluaskan ke
masyarakat. Belum lagi kenyataan bahwa proyek ini diimplementasikan tanpa
project operational procedure (POP) hingga Maret 2003.
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Kondisi ini juga yang akhirnya menimbulkan konflik antar-masyarakat di beberapa
desa penerima Proyek CERD tahun 2002, karena informasi yang tidak jelas.

Tidak Akuntabel

Tidak ada pertanggungjawaban yang jelas terhadap pelaksanaan proyek ini di
tingkat desa dan tingkat-tingkat di atasnya. Hal ini terkait dengan
pertanggungjawaban pembangunan infrastruktur yang telah selesai dilaksanakan
maupun ketidaklengkapan komponen.

Bahkan pertanggungjawaban terhadap konflik yang muncul sebagai akibat
ketidakberesan pelaksanaan proyek ini juga tidak ada.

Tidak Partisipatif

Masuknya Proyek CERD di desa hanya melibatkan kepala desa dan beberapa
aparat desa lainnya (elit desa), tanpa melibatkan masyarakat. Elit desa ini dipilih
oleh proyek sebagai perwakilan masyarakat, namun ini tidak melalui proses
pemilihan yang tepat sehingga keliru jika disebut perwakilan masyarakat. Hal ini
jelas bukan kesalahan Kepala Desa beserta aparatnya, karena langkah ini
dilakukan oleh pelaksana Proyek CERD.

Tidak diterapkannya prinsip partisipatif dalam pelaksanaan Proyek CERD tahun
2002 berakibat pada beberapa infrastruktur yang dibangun tidak dibutuhkan
masyarakat. Keputusan pembangunan infrastruktur yang tidak dilakukan
bersama masyarakat ini mengakibatkan masyarakat tidak merasa memiliki
infrastruktur yang telah dibangun dan beberapa hasil pembangunan tidak
akseptibel bagi masyarakat.

Tidak Akseptibel

Banyak pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan
kebiasaan yang ada di masyarakat, bahkan karena tidak partisipatif
menyebabkan penggalian kebutuhan yang nyata di masyarakat tidak dilakukan.

Artinya dengan proses yang tidak partisipatif tersebut, pelaksanaan Proyek CERD di
Kalimantan Selatan tahun 2002 juga tidak akseptibel. Contoh, sesuai konteks
dampak yang terjadi, maka masyarakat Desa Handil Negara tidak bisa menerima
jika gorong-gorong yang dibangun hanya satu unit padahal sebelumnya mereka
memiliki dua unit.

Tidak Berkelanjutan

Kasus ditinggalkannya sebagian desa-desa 2002 menunjukkan bahwa prinsip
berkelanjutan tidak dipakai sama sekali. Belum lagi dengan ditinggalkannya
banyak permasalahan oleh Proyek CERD di desa-desa 2002 khususnya, terkait
kualitas pelaksanaan proyek dan ketidaklengkapan komponen proyek.

Tidak Meningkatkan Kapasitas Kaum Perempuan

Pelaksanaan Proyek CERD tahun 2002 sama sekali tidak mendorong pada
peningkatan kapasitas kaum perempuan. Tidak ada satu pun kegiatan dalam
proyek ini yang melibatkan kaum perempuan secara resmi dan terstruktur.
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[0 Pelanggaran Terhadap Penetapan Wilayah Implementasi Proyek

Pemilihan desa sasaran proyek tahun 2002 tidak dilakukan secara sungguh-sungguh
melalui penggalian kebutuhan bersama masyarakat. Kecenderungan pemilihan desa
tahun 2002 dilakukan secara serampangan, terbukti dengan hanya sebagian desa
penerima proyek 2002 dimasukkannya sebagian penerima proyek tahun 2004. Desa
yang tidak termasuk lagi sebagai sasaran proyek ini tidak diketahui kejelasan tindak
lanjutnya. Padahal kualitas pelaksanaan proyek membawa dampak berkepanjangan di
masyarakat. Adanya perbedaan perlakuan ini menunjukkan bahwa telah terjadi
pelanggaran dalam proses penetapan wilayah implementasi.

B. PELANGGARAN TERHADAP KEARIFAN LOKAL (LOCAL KNOWLEDGES AND
PRACTICES)

Proyek CERD tidak menghargai kearifan dan pengetahuan masyarakat
setempat yang telah terbangun, teruji dan diakui kebenarannya oleh
masyarakat, sesuai konteks di wilayah masingmasing. Hal ini dapat dilihat dari
awal proses proyek ini yang tidak melibatkan masyarakat sejak awal.

Kasus gorong-gorong di Desa Handil Negara adalah salah satu bentuk tiadanya
penghargaan terhadap kearifan lokal. Masyarakat setempat paham bagaimana
kondisi wilayahnya, kondisi geografis dan hidrologis setempat, sehingga mereka
menentukan gorong-gorong di ruas jalan yang dimaksud berjumlah dua unit agar
mampu menyalurkan air dari lahan persawahan. Namun kontraktor Proyek
CERD, setelah membangun jalan hanya membuat satu gorong-gorong yang
berakibat fatal bagi masyarakat. Kontraktor tidak melakukan pemetaan bersama
masyarakat terlebih dahulu terhadap rencana pembangunan suatu sarana fisik,
misalnya ada beberapa dan dimana lokasi yang seharusnya disediakan gorong-
gorong. Kondisi yang sama juga terjadi di Desa Kiram. Kurangnya jumlah
gorong-gorong menyebabkan masyarakat terpaksa memotong badan jalan agar
air tersalurkan dan tidak menggenangi jalan.

Kasus lainnya, longsornya tanah di beberapa sisi jalan diakibatkan oleh

penggunaan kayu galam yang digunakan sebagai siring yang terlalu pendek.

Kondisi ini terjadi di Desa Handil Baru, Handil Negara, dan Kali Besar. Ukuran kayu

galam yang digunakan sebagai siring tidak disesuaikan dengan kebiasaan yang

dilakukan masyarakat.

Kasus yang berbeda di Desa Handil Baru dan Kali Besar, jembatan yang dibangun

tidak memakai suaiv. Menurut masyarakat, ketiadaan suai ini akan menyebabkan
jembatan ini tidak akan bertahan lama. Tentunya jika tidak dapat bertahan lama,
pada akhirnya masyarakat yang akan menerima dampaknya.

C. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HUMAN RIGHTS) DAN PRINSIP
PENGELOLAAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

Oknum manajemen proyek telah melakukan upaya-upaya untuk menghindari
tumbuhnya sikap kritis masyarakat yang ingin mengetahui kejelasan proyek ini.
Terbukti pada adanya upaya-upaya intimidasi agar masyarakat diam jika ada
masalah dalam pelaksanaan proyek ini. Selain itu, ada pula ancaman jika
permasalahan yang timbul itu disampaikan kepada pihak lain maka akibatnya lokasi
proyek akan dipindahkan dari desa tersebut atau desa yang bersangkutan akan
mendapat kesulitan sebagai sasaran proyek pembangunan lainnya.
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Kondisi ini terjadi karena oknum manajemen proyek tidak memahami dan
menghargai hak asasi manusia (human rights). Adalah hak dasar manusia
untuk merasa aman dan terhindar dari rasa takut.

Intimidasi oknum manajemen proyek ini juga menunjukkan bahwa tidak dipahami
dan tidak dilaksanakannya prinsip-prinsip pengelolaan yang baik (good
governance). Sikap kritis masyarakat dipandang sebagai ancaman atau musuh,
padahal sikap kritis ini justru dalam upaya menuntut transparansi dan akuntabiltas
proyek. Sikap kritis masyarakat ini sesungguhnya merupakan ciri dari tumbuhnya
demokratisasi menuju civil society, yang sekaligus akan mendukung tercapainya
tujuan Proyek CERD sendiri.

Berbagai penyebab masalah di atas bersumber dari penempatan masyarakat
sebagai obyek proyek, sedangkan manajemen proyek malah sebaliknya berperan
sebagai subyek proyek. Kondisi inilah yang mengakibatkan terjadinya berbagai
pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Proyek CERD yang berdampak pada
kerugian yang diderita masyarakat penerima proyek.

4. SOLUSI

A. ADB BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP PEMENUHAN KOMPONEN
PROYEK CERD

MELALUI REKONSTRUKSI PROYEK

Sudah seharusnya proyek dijalankan secara utuh melalui pendekatan dan
prinsip yang telah ditetapkan proyek ini. Artinya, pelaksanaan Proyek CERD di
Kalimantan Selatan untuk desa-desa tahun 2002 harus dilakukan rekonstruksi
proyek dengan pemenuhan komponen secara lengkap, sesuai disain proyek
dan runtut. Proses pemenuhan komponen ini harus dijalankan melalui tahapan:

0 Pelaksanaan proyek harus didasarkan pada prinsip keterlibatan masyarakat,

keterbukaan

informasi dan pertanggungjawaban dalam setiap pelaksanaannya, sejak penilaian

kebutuhan,
perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasinya.

Penilaian kebutuhan dari setiap komponen yang akan dilakukan harus dilakukan

- secara
partisipatif dan transparan. Melalui penilaian kebutuhan ini maka prinsip akseptibel
yang
didorong oleh proyek ini akan tercapai.

0 Pelaksanaan rekonstruksi proyek harus dijalankan sesuai dengan

. pemberdayaan
masyarakat untuk pembangunan desa. Hal ini menuntut pelaksanaan komponen
proyek

dilakukan secara utuh dan berurutan sesuai dengan desain yang telah ditetapkan.

Komponen A harus dilakukan di awal untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.
Peningkatan

kapasitas ini harus diimbangi dengan ketersediaan modal masyarakat (Komponen B).
Capaian

dari dua komponen ini akan membutuhkan infrastruktur penunjang (Komponen C).
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Keseluruhan

pelaksanaan ini dikelola dan diawasi oleh fasilitator dan konsultan (Komponen D).
Untuk

memaksimalkan pengelolaan dan pengawasan menuju tercapainya tujuan proyek
sangat

menuntut kinerja yang optimal dari Komponen D.

Melalui tahapan di atas, prinsip keberlanjutan proyek ini akan tercapai.

B. SPF MELAKUKAN INVESTIGASI TERHADAP PIHAK-PIHAK YANG
TERKAIT DENGAN PROYEK CERD DALAM RANGKA ACCOUNTABILTY

Kecenderungan seringnya pergantian manajemen proyek, baik di tingkat pusat
maupun kabupaten, berindikasi pada tidak adanya pertanggungjawaban
terhadap kinerja yang telah dilakukan. Kami menyadari bahwa tidak terlalu
banyak informasi tentang alasan pergantian struktur organisasi proyek dan
evaluasi kinerja manajemen proyek selama ini. Namun, kami mengusulkan
kepada SPF untuk melakukan investigasi terhadap kinerja semua pihak yang
terkait dengan proyek CERD sejak proyek ini dijalankan, baik di tingkat desa,
kecamatan, kabupaten, propinsi, nasional dan ADB sendiri. Harapan kami,
dengan investigasi oleh SPF ini akan mendorong budaya pertanggungjawaban,
terutama terhadap kesalahan yang dilakukan manajemen proyek dalam
pelaksanaan tahun 2002.

C. ADB MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH PENYEMPURNAAN TERHADAP
INFRASTRUKTUR YANG DIBANGUN PADA PELAKSANAAN PROYEK CERD
TAHUN 2002

Walaupun untuk infrastruktur yang dibangun di desa 2002 telah disediakan dana
operasional dan pemeliharaan (O&P) pada akhir 2004 lalu (sumber dana: loan ADB
dan APBD Kabupaten), namun RRP Proyek CERD September 2000 (paragraph 44
page 15) menyebutkan bahwa pemberian dana O&P akan dilakukan pada
infrastruktur yang telah sempurna dikerjakan.

Yang terjadi di desa Proyek CERD tahun 2002, infrastruktur yang dibangun
kondisinya jauh dari sempurna. Seharusnya, jika infrastruktur yang dibangun
belum sempurna maka harus terlebih dahulu diperbaiki, baru dilakukan
pemeliharaan melalui dana O&P. Sedangkan yang terjadi, dana O&P digunakan
masyarakat untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan dari
infrastruktur yang ada, ini pun tidak mencukupi. Akibatnya, dana pemeliharaan
infrastruktur ini habis hanya untuk melakukan perbaikan, bukan untuk
pemeliharaan.

Kondisi infrastruktur di masing-masing desa harus ditinjau ulang secara
partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Pada proses ini penyempurnaan
infrastruktur proyek dapat berbentuk re building, finishing, rehabilitation, atau
maintenance, sesuai dengan suara masyarakat.

5. REKOMENDASI: PENINJAUAN PERFORMANCE PROYEK CERD DI
SELURUH LOKASI DI INDONESIA

Dampak dari implementasi Proyek CERD tahun 2002 juga dirasakan secara
umum oleh masyarakat penerima Proyek CERD di provinsi lainnya. Oleh
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karenanya kami menyarankan SPF-ADB untuk juga melakukan investigasi
menyeluruh terhadap Proyek CERD di Indonesia.

6. UPAYA PENYELESAIAN YANG TELAH DILAKUKAN

Upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Proyek CERD
Kalimantan Selatan tahun desa 2002 telah banyak dilakukan oleh masyarakat
melalui berbagai cara dengan melibatkan pihak manajemen proyek di tingkat
kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pihak ADB-IRM. Upaya-upaya tersebut
mencakup:

. Seminar ekspos hasil monitoring yang dilakukan masyarakat pada 27
Maret 2003 di Banjarmasin, dihadiri seluruh stakeholder proyek, anggota DPRD, pers
dan akademisi.

. Pertemuan masyarakat dengan Manajemen Proyek di tingkat kecamatan
(16 April 2003, 17 April 2003, 26 April 2003).

. Pertemuan masyarakat dengan Bupati Kabupaten Banjar pada 27 Mei
2003.
. . Pertemuan masyarakat dengan manajemen proyek tingkat kabupaten (11
Maret 2004).

. Pengiriman surat tuntutan masyarakat kepada Pimpro Pusat CERD dan
ADB IRM pada 8 April 2004 tentang penyelesaian permasahan yang terjadi.

. Hearing masyarakat dengan DPRD Kabupaten Banjar dilakukan pada 24
Junl 2004 dengan dihadiri masyarakat, Pimpro Kabupaten, Ketua Komisi C dan D.

. Pertemuan masyarakat dengan tim review mission ADB-IRM pada 1
Desember 2004.

Untuk lebih lengkapnya upaya yang telah dilakukan masyarakat serta
hasilnya dapat dilihat pada lampiran.

7. USULAN TERHADAP PELAKSANAAN PROSES KONSULTASI

Kami menginginkan proses konsultasi terhadap pelaksanaan Proyek CERD
Kalimantan Selatan tahun desa 2002 di 5 desa yang terkait dengan kami sebagai
pelapor dilakukan dalam bentuk pertemuan melalui 3 tahapan, yaitu:

A. TAHAP PERTAMA

Konsultasi di tingkat provinsi yang dihadiri oleh Forum Masyarakat Peduli Proyek CERD
dan SPF. Pertemuan ini diharapkan dapat memberikan kesepahaman terkait masalah
umum pelaksanaan Proyek CERD tahun 2002 di Kalimantan Selatan. Selain itu, pada
pertemuan ini diharapkan akan menghasilkan penetapan jadual konsultasi di setiap
desa, serta akan dilakukan penyampaian rekomendasi pihak—pihak yang perlu
dilakukan investigasi oleh SPF.

B. TAHAP KEDUA

Konsultasi di tingkat desa akan dilakukan di setiap desa yang mengajukan
mekanisme ini. Pertemuan ini akan dihadiri oleh masyarakat desa dan SPF.
Dalam proses ini akan disampaikan permasalahan spesifik masing-masing
desa beserta solusi spesifik, untuk kemudian dilakukan peninjauan terhadap
permasalahan yang ada.
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C. TAHAP KETIGA

Konsultasi di tingkat provinsi dihadiri multi-pihak yang terkait Proyek CERD yang
meliputi Forum Masyarakat Peduli Proyek CERD, SPF dan manajemen proyek tingkat
pusat, provinsi, kabupaten, ADB-IRM. Konsultasi yang melibatkan multi-pihak ini
diharapkan dapat menjadi media klarifikasi terhadap semua permasalahan Proyek
CERD tahun 2002. Melalui tahap di atas, kami yakin SPF dapat memahami
permasalahan yang terjadi secara utuh sehingga dapat menjadi bahan perumusan
rekomendasi penyelesaian permasalahan yang terjadi.

8. KETERSEDIAAN SEMUA INFORMASI

Kami menyediakan semua informasi penting ini. Mohon menghubungi kami untuk
setiap informasi yang dibutuhkan.

9. DOKUMEN PENDUKUNG

Kami menyertakan dokumen pendukung surat ini dengan tujuan dapat menjadi
rujukan dalam menilai kelayakan pelaksanaan konsultasi yang kami ajukan. Dokumen

tersebut adalah: [JPeta lokasi [_Lampiran
oTerjemahan resmi (dalam Bahasa Inggris)
oCatatan proses advokasi (detil)
oTanda tangan dukungan
oRRP, Pedum 2002, Laporan MP, Berita koran terkait
oSurat ke ADB-IRM dan balasannya
oFoto-foto dan keterangannya

~Po0ToD

10. KAMI MENYERAHKAN KEPADA SPF UNTUK MEMPUBLIKASIKAN INFORMASI
KONSULTASI INI

11. KAMI MEMINTA SEMUA IDENTITAS YANG BERTANDA TANGAN DALAM SURAT
INI DIRAHASIAKAN DEMI MENJAGA KEAMANAN PELAPOR DARI KEMUNGKINAN
INTIMIDASI DAN TEKANAN
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Lihat Lampiran Detil proses advokasi terhadap Proyek CERD di Kalimantan Selatan
tahun 2002.

Pedoman Umum Proyek Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan
Desa/PMPD (Community Empowerment for Rural Development/CERD). Dirjen
Bina Pemberdayaan Masyarakat. Depdagri Otda. Republik Indonesia. 2001.

" Galam adalah nama sejenis kayu yang tumbuh di daerah lahan gambut, biasa
digunakan sebagai penahan ketika mendirikan bangunan, dan juga penahan agar
tanah tidak longsor/larut dalam air.

iv
Siring adalah susunan kayu yang ditancapkan rapat berjejer di pinggir badan jalan

sebagai penahan jalan agar jalan tidak longsor ke samping, biasa digunakan di desa,
terutama wilayah persawahan yang tanahnya tidak stabil atau sering tergenang air.

' suai adalah balok-balok kayu yang dipasang di bawah bangunan gorong-gorong yang
berfungsi sebagai penyangga atau pengunci gorong-gorong supaya kokoh atau kuat
bangunannya.

Vi

Berdasarkan informasi yang kami peroleh saat monitoring partipatif terhadap
pelaksanaan Proyek CERD di Kalimantan Selatan tahun 2002, ADB tetap mencairkan
dana utang meski komponen proyek belum siap secara lengkap. Ini menunjukkan

kontribusi ADB terhadap carut marutnya pelaksanaan proyek ini, yang tentunya harus
dipertanggungjawabkan.
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KIRAM: RENCANA TINDAKAN DAN KESEPAKATAN
A. Latar belakang

1. Pada tanggal 18 Februari 2005 Forum Masyarakat Peduli CERDP menyampaikan
kepada Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/ OSPF)
pengaduan tentang proyek Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa
/PMPD (atau Community Empowerment for Rural Development Project/ CERDP), yang
didukung oleh Asian Development Bank (ADB). Forum Masyarakat tersebut terdiri dari
tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat dari lima desa di kabupaten
Banjar dan Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Ketiga LSM tersebut adalah Yayasan
Cakrawala Hijau Indonesia, Lembaga Kajian Keislaman & Kemasyarakatan, dan Yayasan
Duta Awam. Kelima desa tersebut adalah Handil Negara dan Kali Besar yang terletak di
kabupaten Tanah Laut, serta Kiram, Mandiangin Barat, dan Handil Baru yang terletak di
kabupaten Banjar. Pengaduan yang disampaikan menyebutkan bahwa proyek PMPD
telah membangun sarana fisik di kelima desa tersebut sebelum menyediakan peningkatan
kapasitas untuk perencanaan berbasis masyarakat. Menurut para pemohon pengaduan,
tidak dilibatkannya masyarakat desa telah mempengaruhi kekurangan pada sarana fisik,
dan menyebabkan kerugian materi secara langsung dan dampak yang tidak diinginkan.

2. Proyek PMPD memiliki empat komponen. Komponen A mendukung (i)
pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan perencanaan berbasis masyarakat,
(i) pengembangan sumberdaya masyarakat untuk mendukung pendidikan formal bergelar
bagi Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa (DitJen PMD) dan pemerintah
daerah yang terlibat dalam pembangunan masyarakat, dan (iii) bantuan hibah desa untuk
mendukung program pelatihan masyarakat. Komponen B mendukung pembentukan
lembaga simpan pinjam desa. Komponen C mendukung pembangunan sarana fisik
pedesaan, dan komponen D menyediakan bantuan dalam manajemen dan pemantauan
proyek. Indonesia Resident Mission (IRM) ADB yang ada di Jakarta bertanggung jawab
atas administrasi proyek.

3. Kantor SPF mengadakan peninjauan dan penilaian terhadap pengaduan yang
diajukan dan memastikan bahwa ada empat persoalan utama, yakni: (i) sarana fisik, (ii)
urutan komponen proyek, (iii) partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan (iv)
informasi. Kantor SPF mengusulkan pendekatan berdasarkan masing-masing desa yang
mencakup Pencarian Fakta Bersama dan pertemuan antar pemegang kepentingan.
Masyarakat memberikan komentar mereka tentang Laporan Tinjauan dan Penilaian
kantor SPF. Laporan ini serta komentar dari pemohon dan ADB-IRM telah ditampilkan
dalam website Kantor SPF. Masyarakat juga meminta untuk diadakan pertemuan awal
dengan pihak-pihak lain untuk menyepakati bersama tentang hal-hal yang ada dalam
rencana tindakan yang diusulkan.

B. Rencana Tindakan

4, Pertemuan Awal. Pertemuan awal untuk tiga desa berikut: Handil Baru, Kiram,
dan Mandiangin Barat diadakan di kabupaten Banjar pada tanggal 30 Agustus 2005.
Perwakilan dari Kiram, termasuk pemohon pengaduan, turut hadir. Daftar peserta yang
menghadiri pertemuan tersebut dilampirkan dalam Lampiran 1 yang ada dalam versi
bahasa Indonesia dari laporan ini. Isu-isu yang disebutkan dalam Laporan Tinjauan dan
Penilaian dan komentar dari masyarakat dikaji kembali. Para pihak setuju bahwa
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Pencarian Fakta Bersama di Kiram harus memeriksa kondisi jalan yang dibangun dengan
dukungan dana proyek PMPD. Menurut masyarakat, pengaspalan jalan tidak dilakukan
dengan benar. Para pihak setuju bahwa masalah yang dikemukakan sebelumnya yang
terkait dengan sarana air bersih disebabkan oleh penyebab alami dan tidak perlu dikaji
kembali. Isu yang tersisa untuk dibahas dalam pertemuan antar pemegang kepentingan
adalah urutan pelaksanaan komponen proyek, dan transparansi proyek. Para pihak juga
menyepakati tanggal, waktu, dan susunan tim perumus Pencarian Fakta Bersama dan
pertemuan antar pemegang kepentingan.

5. Kegiatan Pencarian Fakta Bersama. Pencarian Fakta Bersama di Kiram
berlangsung pada tanggal 13 September 2005. Tim perumus melihat bahwa bagian jalan
di beberapa tempat tidak memiliki lapisan aspal lagi, meskipun jalan tersebut dibangun
sesuai dengan ketentuannya, dan perlu ada perbaikan. Tim perumus mengatakan bahwa
tim Operasi dan Perawatan harus dilatih, perlu digalang dana, dan masyarakat harus
mengemban tanggung jawab untuk perawatan. Terjemahan hasil temuan Pencarian
Fakta Bersama dalam bahasa Inggris dimuat dalam Tabel A3.1 yang ada dalam versi
bahasa Inggris laporan ini. Tabel asli yang mencantumkan hasil Pencarian Fakta
Bersama dalam bentuk tulisan tangan dan telah ditandatangani serta daftar hadir dimuat
dalam Lampiran 2 yang ada dalam versi bahasa Indonesia laporan ini.

6. Pertemuan antar Pemegang Kepentingan. Pertemuan ini berlangsung pada
tanggal 28 September 2005. Masyarakat sepakat untuk membentuk tim operasi dan
perawatan (O&P). Proyek PMPD memberikan komitmen untuk melatih masyarakat dalam
hal O&P. Namun ADB mengatakan bahwa jalan tersebut tidak perlu diperbaiki. Para
konsultan membenarkan bahwa pelaksanaan komponen A dan B telah dimulai di Kiram
dan beberapa kelompok akan dilatih dibawah komponen A di bulan September.
Penyebaran informasi yang lengkap, dengan menggunakan papan pengumuman dan
cara lainnya, akan meningkatkan transparansi proyek. Sebuah rencana desa dijadwalkan
untuk selesai pada akhir bulan September 2005. Pelatihan untuk komponen B akan mulai
sebelum bulan Desember 2005.

7. Terjemahan bahasa Inggris hasil kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan
antar pemegang kepentingan dimuat dalam Tabel A3.2 yang ada dalam versi bahasa
Inggris laporan ini. Kesepakatan asli dalam bentuk tulisan tangan dan telah
ditandatangani serta daftar hadir dimuat dalam Lampiran 3 yang ada dalam versi bahasa
Indonesia laporan ini.

C. Pemantauan Kesepakatan
8. Laporan tentang pelaksanaan kesepakatan yang ditandangani oleh semua

pemegang kepentingan dan difasilitasi oleh konsultan proyek dan unit pelaksana proyek
akan diserahkan kepada Kantor SPF paling lambat akhir bulan Januari 2006.
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MANDIANGIN BARAT: RENCANA TINDAKAN DAN KESEPAKATAN
A. Latar belakang

1. Pada tanggal 18 Februari 2005 Forum Masyarakat Peduli CERDP menyampaikan
kepada Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/ OSPF)
pengaduan tentang proyek Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa
/PMPD (atau Community Empowerment for Rural Development Project/ CERDP), yang
didukung oleh Asian Development Bank (ADB). Forum Masyarakat tersebut terdiri dari
tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat dari lima desa di kabupaten
Banjar dan Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Ketiga LSM tersebut adalah Yayasan
Cakrawala Hijau Indonesia, Lembaga Kajian Keislaman & Kemasyarakatan, dan Yayasan
Duta Awam. Kelima desa tersebut adalah Handil Negara dan Kali Besar yang terletak di
kabupaten Tanah Laut, serta Kiram, Mandiangin Barat, dan Handil Baru yang terletak di
kabupaten Banjar. Pengaduan yang disampaikan menyebutkan bahwa proyek PMPD
telah membangun sarana fisik di kelima desa tersebut sebelum menyediakan peningkatan
kapasitas untuk perencanaan berbasis masyarakat. Menurut para pemohon pengaduan,
tidak dilibatkannya masyarakat desa telah mempengaruhi kekurangan pada sarana fisik,
dan menyebabkan kerugian materi secara langsung dan dampak yang tidak diinginkan.

2. Proyek PMPD memiliki empat komponen. Komponen A mendukung (i)
pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan perencanaan berbasis masyarakat,
(i) pengembangan sumberdaya masyarakat untuk mendukung pendidikan formal bergelar
bagi Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa (DitJen PMD) dan pemerintah
daerah yang terlibat dalam pembangunan masyarakat, dan (iii) bantuan hibah desa untuk
mendukung program pelatihan masyarakat. Komponen B mendukung pembentukan
lembaga simpan pinjam desa. Komponen C mendukung pembangunan sarana fisik
pedesaan, dan komponen D menyediakan bantuan dalam manajemen dan pemantauan
proyek. Indonesia Resident Mission (IRM) ADB yang ada di Jakarta bertanggung jawab
atas administrasi proyek.

3. Kantor SPF mengadakan peninjauan dan penilaian terhadap pengaduan yang
diajukan dan memastikan bahwa ada empat persoalan utama, yakni: (i) sarana fisik, (ii)
urutan komponen proyek, (iii) partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan (iv)
informasi. Kantor SPF mengusulkan pendekatan berdasarkan masing-masing desa yang
mencakup Pencarian Fakta Bersama dan pertemuan antar pemegang kepentingan.
Masyarakat memberikan komentar mereka tentang Laporan Tinjauan dan Penilaian
kantor SPF. Laporan ini serta komentar dari pemohon dan ADB-IRM telah ditampilkan
dalam website Kantor SPF. Masyarakat juga meminta untuk diadakan pertemuan awal
dengan pihak-pihak lain untuk menyepakati bersama tentang hal-hal yang ada dalam
rencana tindakan yang diusulkan.

B. Rencana Tindakan

4, Pertemuan Awal. Pertemuan awal untuk tiga desa berikut: Handil Baru, Kiram
dan Mandiangin Barat diadakan di kabupaten Banjar pada tanggal 30 Agustus 2005.
Perwakilan dari Mandiangin Barat, termasuk pemohon pengaduan, turut hadir. Daftar
peserta yang menghadiri pertemuan tersebut dilampirkan dalam Lampiran 1 yang ada
dalam versi bahasa Indonesia dari laporan ini. Isu-isu yang disebutkan dalam Laporan
Tinjauan dan Penilaian dan komentar dari masyarakat dikaji kembali. Para pihak setuju
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bahwa kegiatan Pencarian Fakta Bersama di Mandiangin Barat tidak perlu diadakan
karena sarana fisik yang ada masih berada dalam kondisi yang cukup baik. Isu yang
tersisa untuk dibahas dalam pertemuan antar pemegang kepentingan adalah (i) urutan
pelaksanaan komponen proyek, (ii) partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan (iii)
informasi, khususnya yang terkait dengan mekanisme pencairan dana. Para pihak juga
menyepakati tanggal dan waktu untuk mengadakan pertemuan antar pemegang
kepentingan.

5. Pertemuan antar Pemegang Kepentingan. Pertemuan ini berlangsung pada
tanggal 28 September 2005. Proyek PMPD memberikan komitmen untuk meningkatkan
transparansi, sehingga perlu ada forum desa untuk menyampaikan laporan tentang
kegiatan desa. Konsultan menjamin bahwa jumlah dana yang terkumpul dalam komponen
B akan dilaporkan setiap bulannya. Mereka juga meyakinkan peserta pertemuan antar
pemegang kepentingan bahwa akan ada penyebaran informasi yang lebih sistematis, dan
bahwa kelompok pemantau dan kelompok usaha wanita akan dibentuk dan papan
informasi akan dipasang.

6. Terjemahan bahasa Inggris hasil kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan
antar pemegang kepentingan dimuat dalam Tabel A3.3 yang ada dalam versi bahasa
Inggris laporan ini. Kesepakatan asli dalam bentuk tulisan tangan dan telah
ditandatangani serta daftar hadir dimuat dalam Lampiran 2 yang ada dalam versi bahasa
Indonesia laporan ini.

C. Pemantauan Kesepakatan
7. Laporan tentang pelaksanaan kesepakatan yang ditandangani oleh semua

pemegang kepentingan dan difasilitasi oleh konsultan proyek dan unit pelaksana proyek
akan diserahkan kepada kantor SPF paling lambat akhir bulan Januari 2006.
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HANDIL BARU: RENCANA TINDAKAN DAN KESEPAKATAN
A. Latar belakang

1. Pada tanggal 18 Februari 2005 Forum Masyarakat Peduli CERDP
menyampaikan kepada Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project
Facilitator/ OSPF) pengaduan tentang proyek Pemberdayaan Masyarakat untuk
Pembangunan Desa /PMPD (atau Community Empowerment for Rural Development
Project/ CERDP), yang didukung oleh Asian Development Bank (ADB). Forum
Masyarakat tersebut terdiri dari tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan
masyarakat dari lima desa di kabupaten Banjar dan Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
Ketiga LSM tersebut adalah Yayasan Cakrawala Hijau Indonesia, Lembaga Kajian
Keislaman & Kemasyarakatan, dan Yayasan Duta Awam. Kelima desa tersebut adalah
Handil Negara dan Kali Besar yang terletak di kabupaten Tanah Laut, serta Kiram,
Mandiangin Barat, dan Handil Baru yang terletak di kabupaten Banjar. Pengaduan yang
disampaikan menyebutkan bahwa proyek PMPD telah membangun sarana fisik di
kelima desa tersebut sebelum menyediakan peningkatan kapasitas untuk perencanaan
berbasis masyarakat. Menurut para pemohon pengaduan, tidak dilibatkannya
masyarakat desa telah mempengaruhi kekurangan pada sarana fisik, dan menyebabkan
kerugian materi secara langsung dan dampak yang tidak diinginkan.

2. Proyek PMPD memiliki empat komponen. Komponen A mendukung (i)
pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan perencanaan berbasis masyarakat,
(i) pengembangan sumberdaya masyarakat untuk mendukung pendidikan formal
bergelar bagi Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa (DitJen PMD) dan
pemerintah daerah yang terlibat dalam pembangunan masyarakat, dan (iii) bantuan
hibah desa untuk mendukung program pelatihan masyarakat. Komponen B mendukung
pembentukan lembaga simpan pinjam desa. Komponen C mendukung pembangunan
sarana fisik pedesaan, dan komponen D menyediakan bantuan dalam manajemen dan
pemantauan proyek. Indonesia Resident Mission (IRM) ADB yang ada di Jakarta
bertanggung jawab atas administrasi proyek.

3. Kantor SPF mengadakan peninjauan dan penilaian terhadap pengaduan yang
diajukan dan memastikan bahwa ada empat persoalan utama, yakni: (i) sarana fisik, (ii)
urutan komponen proyek, (iii) partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan (iv)
informasi. Kantor SPF mengusulkan pendekatan berdasarkan masing-masing desa
yang mencakup Pencarian Fakta Bersama dan pertemuan antar pemegang
kepentingan. Masyarakat memberikan komentar mereka tentang Laporan Tinjauan dan
Penilaian kantor SPF. Laporan ini serta komentar dari pemohon dan ADB-IRM telah
ditampilkan dalam website kantor SPF. Masyarakat juga meminta untuk diadakan
pertemuan awal dengan pihak-pihak lain untuk menyepakati bersama tentang hal-hal
yang ada dalam rencana tindakan yang diusulkan.

B. Rencana Tindakan

4, Pertemuan Awal. Pertemuan awal untuk tiga desa berikut: Handil Baru, Kiram,
dan Mandiangin Barat diadakan di kabupaten Banjar pada tanggal 30 Agustus 2005.
Perwakilan dari Handil Baru, termasuk pemohon pengaduan, turut hadir. Daftar peserta
yang menghadiri pertemuan tersebut dilampirkan dalam Lampiran 1 yang ada dalam
versi bahasa Indonesia dari laporan ini. Isu-isu yang disebutkan dalam Laporan Tinjauan
dan Penilaian dan komentar dari masyarakat dikaji kembali. Para pihak setuju bahwa
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Pencarian Fakta Bersama di Handil Baru harus memeriksa peninggian jalan yang
dibangun dengan dukungan dana proyek PMPD, dan kondisi siring pada sisi jalan.
Jembatan yang disebutkan sebelumnya tidak lagi menjadi permasalahan: para pihak
setuju bahwa jembatan tersebut berada diluar lingkup proyek PMPD. Isu yang tersisa
untuk dibahas dalam pertemuan antar pemegang kepentingan adalah (i) kapasitas
masyarakat, (i) partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan (iii) informasi dan
komunikasi. Para pihak juga menyepakati tanggal, waktu, dan susunan tim perumus
Pencarian Fakta Bersama dan pertemuan antar pemegang kepentingan.

5. Kegiatan Pencarian Fakta Bersama. Pencarian Fakta Bersama di Handil Baru
berlangsung pada tanggal 13 September 2005. Tim perumus melihat bahwa bagian
jalan sepanjang 600 m telah mengalami penurunan sebanyak kurang lebih 30 cm
karena penyebab alami, namun selain daripada itu kondisi jalan masih cukup baik. Kayu
siring berada dalam posisi miring ke arah sungai; sebagian ada yang terbakar. Tim
perumus merekomendasikan peninggian jalan dan penggantian siring. Beberapa
anggota masyarakat telah setuju untuk menyediakan tanah untuk meninggikan jalan dan
kayu untuk bahan siring kepada kontraktor yang dulu mengerjakan jalan tersebut. Tim
perumus setuju bahwa perawatan sarana fisik perlu ditingkatkan, dimana masyarakat
perlu mengemban tanggung jawab atas perawatan. Terjemahan hasil temuan Pencarian
Fakta Bersama dalam bahasa Inggris dimuat dalam Tabel A3.4 yang ada dalam versi
bahasa Inggris laporan ini. Tabel asli yang mencantumkan hasil Pencarian Fakta
Bersama dalam bentuk tulisan tangan dan telah ditandatangani serta daftar hadir dimuat
dalam Lampiran 2 yang ada dalam versi bahasa Indonesia laporan ini.

6. Pertemuan antar Pemegang Kepentingan. Pertemuan ini berlangsung pada
tanggal 27 September 2005. Kontraktor telah mengangkut tanah dan kayu siring, dan
kegiatan peninggian jalan dan perbaikan siring penahan sisi jalan dijadwalkan untuk
selesai sebelum awal bulan puasa (awal Oktober). Proyek PMPD memberikan
komitmen untuk melatih tim operasi dan perawatan. Fasilitator proyek PMPD akan
berusaha untuk mendapatkan tanggapan yang lebih dinamis pada pertemuan desa.
Masyarakat setuju untuk menjalankan peran yang lebih aktif. Mereka setuju untuk
membersihkan jalan dari pohon, dan merawat siring. Konsultan proyek PMPD memiliki
komitmen untuk memulai komponen A pada bulan Oktober 2005 seperti yang
dijadwalkan, dan menjelaskan proyek secara rinci kepada masyarakat. Masyarakat
meminta agar konsultan menyampaikan informasi dalam bahasa yang sederhana, dan
mudah dimengerti.

7. Terjemahan bahasa Inggris hasil kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan
antar pemegang kepentingan dimuat dalam Tabel A3.5 yang ada dalam versi bahasa
Inggris laporan ini. Kesepakatan asli dalam bentuk tulisan tangan dan telah
ditandatangani serta daftar hadir dimuat dalam Lampiran 3 yang ada dalam versi
bahasa Indonesia laporan ini.

C. Pemantauan Kesepakatan
8. Laporan tentang pelaksanaan kesepakatan yang ditandangani oleh semua

pemegang kepentingan dan difasilitasi oleh konsultan proyek dan unit pelaksana proyek
akan diserahkan kepada kantor SPF paling lambat akhir bulan Januari 2006.
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HANDIL NEGARA: RENCANA TINDAKAN DAN KESEPAKATAN
A. Latar belakang

1. Pada tanggal 18 Februari 2005 Forum Masyarakat Peduli CERDP
menyampaikan kepada Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project
Facilitator/ OSPF) pengaduan tentang proyek Pemberdayaan Masyarakat untuk
Pembangunan Desa /PMPD (atau Community Empowerment for Rural Development
Project/ CERDP), yang didukung oleh Asian Development Bank (ADB). Forum
Masyarakat tersebut terdiri dari tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan
masyarakat dari lima desa di kabupaten Banjar dan Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
Ketiga LSM tersebut adalah Yayasan Cakrawala Hijau Indonesia, Lembaga Kajian
Keislaman & Kemasyarakatan, dan Yayasan Duta Awam. Kelima desa tersebut adalah
Handil Negara dan Kali Besar yang terletak di kabupaten Tanah Laut, serta Kiram,
Mandiangin Barat, dan Handil Baru yang terletak di kabupaten Banjar. Pengaduan yang
disampaikan menyebutkan bahwa proyek PMPD telah membangun sarana fisik di
kelima desa tersebut sebelum menyediakan peningkatan kapasitas untuk perencanaan
berbasis masyarakat. Menurut para pemohon pengaduan, tidak dilibatkannya
masyarakat desa telah mempengaruhi kekurangan pada sarana fisik, dan menyebabkan
kerugian materi secara langsung dan dampak yang tidak diinginkan.

2. Proyek PMPD memiliki empat komponen. Komponen A mendukung (i)
pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan perencanaan berbasis masyarakat,
(i) pengembangan sumberdaya masyarakat untuk mendukung pendidikan formal
bergelar bagi Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa (DitJen PMD) dan
pemerintah daerah yang terlibat dalam pembangunan masyarakat, dan (iii) bantuan
hibah desa untuk mendukung program pelatihan masyarakat. Komponen B mendukung
pembentukan lembaga simpan pinjam desa. Komponen C mendukung pembangunan
sarana fisik pedesaan, dan komponen D menyediakan bantuan dalam manajemen dan
pemantauan proyek. Indonesia Resident Mission (IRM) ADB yang ada di Jakarta
bertanggung jawab atas administrasi proyek.

3. Kantor SPF mengadakan peninjauan dan penilaian terhadap pengaduan yang
diajukan dan memastikan bahwa ada empat persoalan utama, yakni: (i) sarana fisik, (ii)
urutan komponen proyek, (iii) partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan (iv)
informasi. Kantor SPF mengusulkan pendekatan berdasarkan masing-masing desa
yang mencakup Pencarian Fakta Bersama dan pertemuan antar pemegang
kepentingan. Masyarakat memberikan komentar mereka tentang Laporan Tinjauan dan
Penilaian Kantor SPF. Laporan ini serta komentar dari pemohon dan ADB-IRM telah
ditampilkan dalam website kantor SPF. Masyarakat juga meminta untuk diadakan
pertemuan awal dengan pihak-pihak lain untuk menyepakati bersama tentang hal-hal
yang ada dalam rencana tindakan yang diusulkan.

B. Rencana Tindakan

4, Pertemuan Awal. Pertemuan awal untuk dua desa berikut: Handil Negara, dan
Kali Besar diadakan di kabupaten Tanah Laut pada tanggal 30 Agustus 2005.
Perwakilan dari Handil Negara, termasuk pemohon pengaduan, turut hadir. Daftar
peserta yang menghadiri pertemuan tersebut dilampirkan dalam Lampiran 1 yang ada
dalam versi bahasa Indonesia dari laporan ini. Isu-isu yang disebutkan dalam Laporan
Tinjauan dan Penilaian dan komentar dari masyarakat dikaji kembali. Para pihak setuju
bahwa Pencarian Fakta Bersama di Handil Negara harus memeriksa kondisi jalan yang
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dibangun dengan dukungan dana proyek PMPD. Ketinggian jalan, gorong-gorong, dan
siring yang menahan sisi jalan menjadi persoalan. Isu yang tersisa untuk dibahas dalam
pertemuan antar pemegang kepentingan adalah (i) urutan pelaksanaan komponen
proyek, (ii) partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan (iii) informasi. Para pihak
juga menyepakati tanggal, waktu, dan susunan tim perumus Pencarian Fakta Bersama
dan pertemuan antar pemegang kepentingan.

5. Kegiatan Pencarian Fakta Bersama. Pencarian Fakta Bersama di Handil
Negara berlangsung pada tanggal 14 September 2005. Kegiatan ini menangani isu-isu
yang terkait dengan sarana fisik seperti berikut: (i) dari jalan sepanjang 1.100 meter
yang dibangun proyek PMPD, ada bagian sepanjang 400 m yang tingginya kurang
memadai dan mudah terkena banijir pada musim hujan, (ii) ada satu gorong-gorong yang
tertutup, dan (iii) kayu siring yang digunakan sebagai penahan sisi jalan terlalu pendek.
Tim perumus Pencarian Fakta Bersama memastikan jalan yang tingginya kurang dan
gorong-gorong yang tertutup. Menurut keterangan, mantan kepala desa pernah
menerima uamg sebesar Rp 150.000 untuk membuka kembali gorong-gorong. Tim
perumus menemukan bahwa pada waktu diantar kayu siring memiliki panjang yang
benar namun kemudian dipotong oleh masyarakat. Sebagian siring telah terbakar. Tim
perumus sepakat bahwa perawatan sarana fisik perlu ditingkatkan, dimana masyarakat
perlu mengemban tanggung jawab atas perawatan. Terjemahan hasil temuan Pencarian
Fakta Bersama dalam bahasa Inggris dimuat dalam Tabel A3.6 yang ada dalam versi
bahasa Inggris laporan ini. Tabel asli yang mencantumkan hasil Pencarian Fakta
Bersama dalam bentuk tulisan tangan dan telah ditandatangani serta daftar hadir dimuat
dalam Lampiran 2 yang ada dalam versi bahasa Indonesia laporan ini.

6. Pertemuan antar Pemegang Kepentingan. Pertemuan ini berlangsung pada
tanggal 26 September 2005. Proyek PMPD memberikan komitmen untuk melatih
masyarakat dalam hal operasi dan perawatan, dan membantu mengklarifikasi
pemberian uang kepada mantan kepala desa untuk membuka kembali gorong-gorong
seperti yang diberitakan. Jika perlu, seperti yang dibahas dalam pertemuan antar
pemegang kepentingan, dana lain dapat digunakan untuk membiayai pembukaan
kembali gorong-gorong. Masyarakat juga didorong untuk membahas apakah dana di
masa yang akan datang digunakan untuk meninggikan jalan atau untuk memenuhi
kebutuhan prioritas. Kesepakatan yang dicapai sehubungan dengan isu sarana fisik
adalah sebagai berikut: (i) pelaksanaan komponen A dan B telah dimulai, dan fasilitator
desa sudah ada di Handil Negara; dan (ii) fasilitator akan mulai proses diskusi dengan
tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan dalam
proses informasi dan komunikasi secara keseluruhan.

7. Terjemahan bahasa Inggris hasil kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan
antar pemegang kepentingan dimuat dalam Tabel A3.7 yang ada dalam versi bahasa
Inggris laporan ini. Kesepakatan asli dalam bentuk tulisan tangan dan telah
ditandatangani serta daftar hadir dimuat dalam Lampiran 3 yang ada dalam versi
bahasa Indonesia laporan ini.

C. Pemantauan Kesepakatan

8. Laporan tentang pelaksanaan kesepakatan yang ditandangani oleh semua
pemegang kepentingan dan difasilitasi oleh konsultan proyek dan unit pelaksana proyek
akan diserahkan kepada Kantor SPF paling lambat akhir bulan Januari 2006.
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Tim Perumus memeriksa jalan dan siring
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KALI BESAR: RENCANA TINDAKAN DAN KESEPAKATAN
A. Latar belakang

1. Pada tanggal 18 Februari 2005 Forum Masyarakat Peduli CERDP
menyampaikan kepada Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project
Facilitator/ OSPF) pengaduan tentang proyek Pemberdayaan Masyarakat untuk
Pembangunan Desa /PMPD (atau Community Empowerment for Rural Development
Project/ CERDP), yang didukung oleh Asian Development Bank (ADB). Forum
Masyarakat tersebut terdiri dari tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan
masyarakat dari lima desa di kabupaten Banjar dan Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
Ketiga LSM tersebut adalah Yayasan Cakrawala Hijau Indonesia, Lembaga Kajian
Keislaman & Kemasyarakatan, dan Yayasan Duta Awam. Kelima desa tersebut adalah
Handil Negara dan Kali Besar yang terletak di kabupaten Tanah Laut, serta Kiram,
Mandiangin Barat, dan Handil Baru yang terletak di kabupaten Banjar. Pengaduan yang
disampaikan menyebutkan bahwa proyek PMPD telah membangun sarana fisik di
kelima desa tersebut sebelum menyediakan peningkatan kapasitas untuk perencanaan
berbasis masyarakat. Menurut para pemohon pengaduan, tidak dilibatkannya
masyarakat desa telah mempengaruhi kekurangan pada sarana fisik, dan menyebabkan
kerugian materi secara langsung dan dampak yang tidak diinginkan.

2. Proyek PMPD memiliki empat komponen. Komponen A mendukung (i)
pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan perencanaan berbasis masyarakat,
(i) pengembangan sumberdaya masyarakat untuk mendukung pendidikan formal
bergelar bagi Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa (DitJen PMD) dan
pemerintah daerah yang terlibat dalam pembangunan masyarakat, dan (iii) bantuan
hibah desa untuk mendukung program pelatihan masyarakat. Komponen B mendukung
pembentukan lembaga simpan pinjam desa. Komponen C mendukung pembangunan
sarana fisik pedesaan, dan komponen D menyediakan bantuan dalam manajemen dan
pemantauan proyek. Indonesia Resident Mission (IRM) ADB yang ada di Jakarta
bertanggung jawab atas administrasi proyek.

3. Kantor SPF mengadakan peninjauan dan penilaian terhadap pengaduan yang
diajukan dan memastikan bahwa ada empat persoalan utama, yakni: (i) sarana fisik, (ii)
urutan komponen proyek, (iii) partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan (iv)
informasi. Kantor SPF mengusulkan pendekatan berdasarkan masing-masing desa
yang mencakup Pencarian Fakta Bersama dan pertemuan antar pemegang
kepentingan. Masyarakat memberikan komentar mereka tentang Laporan Tinjauan dan
Penilaian kantor SPF. Laporan ini serta komentar dari pemohon dan ADB-IRM telah
ditampilkan dalam website Kantor SPF. Masyarakat juga meminta untuk diadakan
pertemuan awal dengan pihak-pihak lain untuk menyepakati bersama tentang hal-hal
yang ada dalam rencana tindakan yang diusulkan.

B. Rencana Tindakan

4, Pertemuan Awal. Pertemuan awal untuk dua desa berikut: Handil Negara, dan
Kali Besar diadakan di kabupaten Tanah Laut pada tanggal 30 Agustus 2005.
Perwakilan dari Kali Besar, termasuk pemohon pengaduan, turut hadir. Daftar peserta
yang menghadiri pertemuan tersebut dilampirkan dalam Lampiran 1 yang ada dalam
versi bahasa Indonesia dari laporan ini. Isu-isu yang disebutkan dalam Laporan Tinjauan
dan Penilaian dan komentar dari masyarakat dikaji kembali. Para pihak setuju bahwa
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Pencarian Fakta Bersama di Kali Besar harus memeriksa lebar jalan dan gorong-
gorong. Isu yang tersisa untuk dibahas dalam pertemuan antar pemegang kepentingan
adalah (i) urutan pelaksanaan komponen proyek, (ii) partisipasi dalam pengambilan
keputusan, dan (iii) informasi. Para pihak juga menyepakati tanggal, waktu, dan susunan
tim perumus Pencarian Fakta Bersama dan pertemuan antar pemegang kepentingan.

5. Kegiatan Pencarian Fakta Bersama. Pencarian Fakta Bersama di Kali Besar
berlangsung pada tanggal 14 September 2005. Tim perumus Pencarian Fakta Bersama
menemukan bahwa panjang jalan mencapai 2.620 m (tidak sesuai dengan kontrak yang
menyebutkan 2.360 m), dan lebarnya kurang di satu ujung. Tim perumus juga
menemukan bahwa kontraktor membuat delapan gorong-gorong (bukan tujuh buah,
seperti yang ditentukan dalam kontrak) dan jalan tersebut ditumbuhi banyak rumput. Tim
perumus sepakat bahwa perawatan sarana fisik perlu ditingkatkan, dimana masyarakat
perlu mengemban tanggung jawab atas sarana fisik tersebut. Terjemahan hasil temuan
Pencarian Fakta Bersama dalam bahasa Inggris dimuat dalam Tabel A3.8 yang ada
dalam versi bahasa Inggris laporan ini. Tabel asli yang mencantumkan hasil Pencarian
Fakta Bersama dalam bentuk tulisan tangan dan telah ditandatangani serta daftar hadir
dimuat dalam Lampiran 2 yang ada dalam versi bahasa Indonesia laporan ini.

6. Pertemuan antar Pemegang Kepentingan. Pertemuan ini berlangsung pada
tanggal 26 September 2005. Dalam pertemuan ini dijelaskan bahwa kontraktor telah
membangun gorong-gorong tambahan dan bagian jalan yang lebih sempit tanpa
mengenakan biaya. Para pihak setuju bahwa tim operasi dan perawatan perlu dilatih.
Kesepakatan yang dicapai sehubungan dengan isu sarana fisik adalah sebagai berikut:
(i) pelaksanaan komponen A dan B akan mulai dengan mobilisasi fasilitator desa di
bulan Oktober 2005; (ii) fasilitator akan memulai proses sosialisasi; dan (iii) informasi
akan dipasang pada papan informasi proyek, dan kotak pengaduan akan dipindahkan
ke tempat yang dapat diakses dengan lebih mudah. Penambahan papan informasi dan
kotak pengaduan perlu dipertimbangkan.

7. Terjemahan bahasa Inggris hasil kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan
antar pemegang kepentingan dimuat dalam Tabel A3.9 yang ada dalam versi bahasa
Inggris laporan ini. Kesepakatan asli dalam bentuk tulisan tangan dan telah
ditandatangani serta daftar hadir dimuat dalam Lampiran 3 yang ada dalam versi
bahasa Indonesia laporan ini.

C. Pemantauan Kesepakatan
8. Laporan tentang pelaksanaan kesepakatan yang ditandangani oleh semua

pemegang kepentingan dan difasilitasi oleh konsultan proyek dan unit pelaksana proyek
akan diserahkan kepada Kantor SPF paling lambat akhir bulan Januari 2006.
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Pencarian Fakta Bersama: Tim Perumus memeriksa

lebar jalan

Papan informasi proyek PMPD dipasang di tempat yang
strategis di dekat mesjid

Pertemuan Antar Pemegang Kepentingan:
Menandatangani kesepakatan




